
[ SALINAN] 

PERATURAN GUBERNUR RIAU 

NOMOR TAHUN 2024 

TENTANG 
POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN 

MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN D A N  
H O R T I K U L T E  RA  DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTUR 

DENGAN RAMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR RIAU, 

imbong bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat [2), 
Pasal 41 ayat [2), Pasal 43 ayat [2) Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum 
Daerah, perlu menctapkan Peraturan Gubernur tentang Pola 
Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan 
Minimal Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman 
Pangan Dan Hortikultura Dinas Pangan Tanaman Pangan 

Dan Hortikultura, 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, 

2. Undang Undang Nomor Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) scbagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
20.20 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kcbijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid­ 
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasioanl dan/atau 
Stabilitas Sistema Keuangan Menjadi Undang-Undang 

' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516] 

3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan peraturan Perundang Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5.234] scbagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
tahun 2022 tentang Perubahan Kcdua Atas Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801; 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pererintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik IndonesiaNomor 5587], sebagaimana 
tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856], 

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6808]; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tcntang 
Pegelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2012 
tentang Perubahan Atas craturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340], 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengclolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322\; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembcntukan Produk Hukum Daerah [Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah [Derita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 157), 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang adan Layanan Umum Daerah [Berita Negara 
Repubik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213] 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Brita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 NomOr 
1781), 

'  
1 I  Peraturan Dacrah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah 
Deoinsi Rian [Lembarn perah rovinsi Rian Thurn 

2016 Nomor 4] sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 
5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kctiga Atas Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Rian (Lembaran 
Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5j; 
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MEMUTUSKAN 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA, 
RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN TANAMAN 
PANGAN DAN HORTTKULTURA DINAS PANGAN TANAMAN 
PANGAN DAN HORTIKULT'URA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

Pasal l 

Dalama Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan. 

• Daerah adalah Provinsi Riau. 

2 Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau. 

3 Gubernur adalah Gubernur Riau 

4. Dinas adalah Dinas Pangan Tanaman Pangan dan 
Hortikulrura Provinsi Ria, 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan Tanaman 
Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau 

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Dacrah di 
Lingkungan Pemerintah provinsi Riau. 

7 Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan 

da Hortikultura Dinas Pangan Tanaman Pangan dan 
Hortikultura Provinsi Riau yang selanjutnya disebut UT 

Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah 
Unit Pelaksana Tcknis pada Dinas Pangan Tanaman 
Pangan dan Hortikultura Provinsi Ria 

dan 
UT 

dan 

dan 

$ Kepala UT Perlindungan Tanaman Pangan 
Hortikultura yang selanjutnya disebut Kepala 
adalah Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan 
Hortikulrura Dinas Pangan Tanaman Pangan 
Hortikultura Provinsi Riau. 

9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh nit 

pelaksana teknis dinas dalam memberikan pclayanan 
kepada masyarakat yang mempunyai flesibilitas dalam 
pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari 
ket'entuan pengelolaan daerah pada umumnya. 

10. Pemimpin BLUD) UPT Perlindungan Tanaman Pangan 

dan Hortikultura yang selanjutnya disebut Pemimpin 
adalah Pejabat Pengelola yang bertugas memimpin 
BLUD 

1 1 .  Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan 
kcuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang schat 
untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa 
mencari keuntungan dalam rangka memajuan 
esejahteraan mum dan mencerdaskan kehidupan 
bangse 



12. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan 
fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen 
yang baik dalam rangka pemberian layanan yang 
bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing 

13. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat 
RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran 
tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja 
dan anggaran BLUD 

4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPD adalah Kepala SKPKD yang mempunya 
tugas melaksanakan pengelolaan APD dan bertindak 
sehagai bendahara umum daerah 

I5, Standar Pelayanan Minimal yang selanjumnya disingkat 
8PM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu 
pclayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan 
yang berhak dipcroleh sctiap pclanggan sccara minimal 

16. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk 
memenuhi kebutuhan dasar Pelanggn 

17. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam 
rangka penycdiaan barang dan/atau jasa kcbutuhan 
dasar yang berhak diperoleh oleh pelanggan secara 
minimal 

18. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan 
kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar scrta 
pemenuhan secara minimal dalam Pelayanan Dasar 
sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak 

19, Pola Tata Kelola adalah uraian tentang tata kelola UpT 

Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang yang menerapkan 
BLUD 

20. Reneana Strategis yang selanjutnya discbut Renstra 
adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 
lima) tahunan scbagai dasar penyusunan Rencana 
isnis dan Anggaran BLUD 

21 Saruan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada 
pemerintah selaku pengguna anggaran/pengguna 
barang. 

22 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerh selanjurnya 
disfngkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh kepala daerah dan ppp. an ditetapkan dengan 
peraturan daerah. 

23. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan 
Penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana 
belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana 
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APD 

24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat 
DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, bclanja 
dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasat 

pelaksanaan anggaran 



Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang 

BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah 

26. Dewan Pengawas BLUD yang selanjumnya disebut Dewan 
Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan 
pengawasan terhadap pengelolaan BLUD 

27. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa 
yang dibcrikan olch BLUD termasuk imbal hasil yang 
wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk 
menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit 
lavanan. 

28. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UP] 

alalah unit pclaksana Tcknis yang mclaksanakan 
kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis 
penunjang tertentu selaku kuasa pengguna 
anggaran/kuasa pengguna barang 

agian Kedua 
Maksud dan Tujuan 

Pasal2 

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan scbagai pedoman 
dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan pada 
BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan 
Hortikultura 

() Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menciptakan 
peningkatan pclayanan dan fleksibilitas pengelolaan 
kcuangan yang dilakukan olch BLUD UPT Perlindungan 
Fanaman Pangan dan Hortikultura 

Bagian Ketiga 
Ruang Lingkup 

Pasal 3 

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: 

a. Pola Tata kelola, 

b, Rethstra; dan 

c. $PM. 

BAB II 
POLA TATA KELOLA 

Bagian csatu 
Umum 

Pasal + 

( 1 )  Tata Kclola dalam pengelolaan BLUD UPT Perlindungan 
Vanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan prinsip: 

a. transparans1, 

b. ~kuntabilitas; 
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c. responsibilitas; dan 

d. indcpenden, dan 

e. kewajaran 

[2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (I] huruf 
a merupakan asas keterbukaan yang didasaran pada 
kcocbasan mengalirnya informasi sehingga pihak yang 

membutuhkan informasi dapat langsung mcncrimanya. 

(3) Akuntabilitas scbagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf 
b adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem yang 
dipercayakan pada BLUD UPT Perlindungan Tanaman 
Pangan dan Hortikultura agar pengelolaannya dapat 
dipcrtanggung jawabkan, 

(4) Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat [l) 
hurufc merupakan kesesuaian atau keparuhan didalam 
pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang 

se.hat serta peraturan perundang-undangan. 

(5) Independen sebagaimana dimaksud pada ayat [I) huruf 
d merupakan kemandirian pengelolaan organisasi sccara 
professional tanpa benturan kcpcntingan dan pengaruh 
atat tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai 
dengan pcraturan perundang-undangan dan prinsip 
bisnis yang sehat 

(6) Kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf e 
merupakan keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi 
hak-hak dan kewajiban stakeholders yang timbul 
berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 5 

Ruang lingkup Pola Tata Kelola BLUD UPT Perlindungan 
Tanaman Pangan dan Hortikultura memuat: 

a, kelembagaan; 

b. Drdsedur kerja, 

c pengelompokan fungsi pelayanan; 

d. pengelolaan sumber daya manusia, 

e. pengelolaan kcuangan BLUD; dan 

pengelolaan limbah. 

Lagian edua 
Kelembagaan 

Paragraf l 
Pejabat Pengelola dan Pegawai 

Pasal 6 

( I )  Sumber Daya Manusia BLUD UpT Perlindungan 
Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas 

a. Pejabat Pengelola, dan 
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b. Pegawai 

[2) Pejbat Pengelola scbagaimana yang dimasud pada ayat 

(I huruf a bertanggungiawab terhadap kinerja umum 
operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan 
keuangan BLUD dalam pemberian layanan 

(3] Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf 
menyclcnggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja 
LUD 

[#) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berasal dari 

a. pegawai negeri sipil; dan/atau 

b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai 
dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan 

Pengelola dan Pegawa 
pada ayat (+) dari 

(5 BIUD dapat mcngangkat Pejabat 
sclain sebagaimana dimaksud 
profesional lainnya 

[6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat [5] 
sesuai ccngan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan 
keuangan dan berdasaran prinsip efisiensi, ekonomis 
dan produktif dalam meningkatkan pelayanan. 

(7) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga 
profesional lainnya scbagaimana dimaksud pada ayat [5) 
dapat dipekerjakan secara kontrak atau ttap 

[8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesioanal 
lainnya scbagaimana dimaksud ayat [5) diangkat unrk 
masa jabatan paling lama S {lima) tahun, an dapat 
diangkat kembali untuk I (satu) kali pcriode masa 
jabatan berikutnya 

[) Pengangkatan kembali untuk masa jabatan berikutnya 
paling tinggi berusia 60 [enam puluh) tahun 

( I 0 )  Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal 
dari profesional lainnya scbagaimana dimasksud pada 
avat [5, dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan 
komposisi yang telah disetujui PPD 

( 1 I )  Pejabat Pengelola BLUD UPT perlindungan Tanaman 
Pangan dan Hortikultura terdiri dari. 

a, Pemimpin BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan 
da Hortikultura, 

b. Pejabat Keuangan;dan 

c. Pejabat Teknis; 

(2) Pemimpin BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan 
Hortikultura sebagaimana dimaksud padda avat ( 11 
hurufa, adalah Kcpala UPT, 

(13) Pjabat keuangan sebagaimana dimaskud pada ayat [ l 1  

hurufb, adalah epla Tata Usaha 

( I4 Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( l l ]  
hurufc, terdiri darni Kcpala Seksi Perlindungan Tanaman 
dan epala Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida dan 

Identifikasi OPT. 
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asal 7 

(1J 

2l 

(3) 

• Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat ( 1 l )  diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, 

Pemimpin BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan 
dan Hortikultura scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat 12\ bertanggung jawab kepada Gubernur, 

Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis scbagaimana 
dimaksud Pasal 6 ayat (13) dan ayat (14] 
bcrtanggngiawab pada Pemimpin BLUD UPT 
Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Pasal 8 

(1) Pemimpin BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan 
dan Hortikultura scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (l2) mempunyai tugas 

a. memimpin, mengarahkan, membina, mcngawasi, 
mengendalikan dan mengevaluasi penyclenggaraan 
kegiatan BLUD UT Perlindungan Tanaman Pangan 
dan Hortikultura agar lebih efisien dan produktivitas; 

b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UPT 

Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 
scrta kowajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang 
telah ditetapkan oleh Gubernur; 

c. menvusun Renstra; 

d. menviapkan RBA, 

e mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat 
teknis kepada Gubernur sesuai dengan etentuan, 
• 

f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan keburuhan 
BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan 
Hortikultura selain pejabat yang telah ditctapkan 
dengan peraturan perundang- undangan, 

g. mcngkoordinasikan pclaksanaan kebijakan 3IUD UT 

Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang 
dilakukan olch pcjabat kcuangan dan pejabat teknis, 
mengendalikan tugas pengawasan internal, serta 
menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja 
operasional serta keuangan BLUD UPT Perlindungan 
Tanaman Pangan dan Hortikulturan kepada 
Gubernur, dan 

h tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur scsuai 
dengan kewenangannya 

(2) Pemimpin BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan 
dan Hortikultura sebagaiana dimaksud pada ayat [ I ,  

mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum 
opcrasional dan keuangan 

(3) Pemimpin BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan 
dan Hortikultura bertindak selaku kuasa pengguno 
anggaran/kuasa pengguna barang 
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asal 9 

( I )  Pejabat keuangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat [13) mempunyai tugas 

a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan, 

b. mengkoordinasikan pcnyusunan RBA, 

c. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, 

d. mclakukan pengelolaan pendapatan dan belanja; 

e. menyelenggarakan pengelolaan kas, 

f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi, 

g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah 
yang berada di bawah penguasaannya, 

h. menyelenggarakan 
keuancan c 

sistem informasi manajemen 

menyelenggarakan akuntasi dan penyusunan laporan 

keuangan; dan 

j. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh 
Pemimpin BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan 
dan Hortikultura sesuai dengan kewenangannya. 

[2) ejabat keuangan dalam melaksanakan tugas 
scbagairnana diraksud pada ayat (l), mempunyai fungsi 
sebaga penanggungiawab keuangan 

(l) dalam 
Bendahara 

(3 ejabat keuangan sebagaimana pada ayat 
mclaksanakan tugasnya dibantu oleh 
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 

[(4) Pejabat keuangan, Bendahara Penerimaan dan 
Bendahara Pengeluaran dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil. 

Pasal 10 

( 1 )  Pejabat tcknis scbagaimana yang dimaksud dalam Pasal 
6ayat [l] mempunyai tugas: 

• mnenyusun perencanaan kegiatan teknis operasional 
dan pelayanan di BLUD UPT Perlindungan Tanaman 
Pangan dan Hortikultura; 

b. mclaksanakan kegiatan teknis operasional dan 
pelayanan sesuai dengan RBA, 

qemimpin dan mengendalikan kegiatan tcknis 
operasional dan pelayanan BLUD UpT Perlindungan 
Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan 

d. melaksanakan tugs 
Gubernur dan/atau 

lainnya yang 
pemmmpmn 

ditetapkan oleh 
sesuai dengan 

kewenangannya 

2] Pejabat tcknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (l) mempunyai fungsi scbagai 
penanggungiawab kegiatan teknis operasional dan 
pelayanan dibidang BLLD) UPT Perlindungan Tanaman 
Pangan dan Hortikultura 
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[.3) Pelaksanaan tugas Pejabat tcknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan pclayanan 
pemeriksaan BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan 
dan Hortikultura sorta berkaitan dengan mutu, 
standarisasi, pcningkatan kualitas sumber daya 

manusia dan peningkatan sumber daya lainnya 

Paragraf 2 

Pembina dan Pengawas BLUD 
UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Pasal 1 1  

Pembina dan pengawas BLUD UPT Perlindungan Tanaman 
Pangan dan Hortikultura terdiri atas 

a. Pembina teknis dan pembina keuangan, 

b. Satuan pengawas internal; dan 

c. Dewan Pengawas 

Pasal 12 

l) Pembina tcknis scbagaimana dimaksud dalam Pasal I I  
hurufa yaitu Kepala Dinas 

[2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam asal 
11hurufa yaitu PPD 

Pasal 13 

( I )  Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 1  huruf b dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD 
UT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 
untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap 
kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan 
sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang 
sehat. 

(2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada 
ayat l], yail pengawas internal yang berkcdudukan 
langsung di bawah Pemimpin BLUD UT Perlindungan 
fanaman Pangan dan Hortikultura 

(3) • Pembentukan Satuan Pengawas Internal dapat 
mempertimbangkan. 

a. keseimbangan antara manfaat dan beban; 

b. kompleksitas manajemen; dan 

c. volume dan/atau jangkauan pelayanan 

Pasal 14 

(1) Tugas Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13, membantu manajcmen untuk 

a. pengamanan harta kekayaan, 

b. penciptaan akurasi sisrem informasi keuangan, 
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c penciptaan efisiensi dan produktivitas; dan 

d. pendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam 
penerapan praktek bisnis yang sehat. 

[2) Untuk dapat diangkat scbagai Satuan Pengawas Internal 
harus mermenuhi syarat 

a sehat jasmani dan rohani, 

b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, 
perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi 
memaiukan dan mcngembangkan BLUD 
Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura ; 

c. memahami penyelenggaraan pemcrintahan dacrah; 

d. memahami tugas dan fungsi BLUD UPT Perlindungan 
Tanaman Pangan dan Hortikultura; 

c. memiliki pengalaman teknis pada BLUD UPT 
Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; 

f. berijazah paling rendah D-3 [Diploma-3); 

g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tigaj tahun; 

h. bcrusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling 
tinggi 55 [lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar 
pertama kali; 

' tidak pernah dihukum karena melakukan tindak 
pidana yang merugikan negara atau keuangan daerah; 

j tidak sedang menialani sanksi pidana; dan 

k. mempunyai sikap independen dan obyektif 

Pasal 15 

( I )  Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ll  
huruf cdapat dibentuk olch Gubernur. 

(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga 

orang atau 5 (imaj orang. 

(3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 {tigal 
orang sebagaimana dimaksud pada ayat [2) untuk BLUD 
valg memiliki 

a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi 
anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar 
Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) sampai 
dengan Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), 
atau 

b. Nilai asset menurut neraca 2 [dua) tahun terakhit 
sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh 
milyar rupiah) sampai dengan Rp. 500,000.000.000,­ 
(lima ratus milyar rupiah). 

(4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) 

orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk BLUD 
yang memiliki 

Juur, 

untuk 
UPT 
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a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi 
anggaran 2 (dual) tahun terakhir lebih besar dari 
Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); atau 

b. Nilai asset menurut neraca 2 [dua) tahun terakhir 
sebesar Rp.500.000,000.000,- [lima ratus milyar 
rupiah). 

Pasal 16 

(I)  Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat (3 terdiri atas unsur 

a . I  (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang 
membidangi kegiatan BLUD; 

b. 1  (satu) orang pcjabat Perangkat Daerah yang 
membidangi pengelolaan keunngan daerah; dan 

c. I (satu] orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan 
BLUD 

(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4ayat (4) terdiri atas unsur 

a.2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang 
membidangi kegiatan BLUD; 

b.2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang 
membidangi pengelolaan keuangan daerah, 

c. I (satuj orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan 
BLUD 

(3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c dan ayat [2) huruf c dapat berasal dari tenaga 
professional, atau perguruan tinggi yang memahami 
tugas dan fungsi, egiatan dan layanan BLUD 

()  Anggora Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada 
avat l] dan ayat (2) dapat diangkat menjadi an88ota 
Dewan Pengawas pada 3 (iga) BLUD. 

(5] Pegangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan 
setclah Pejabat Pengelola diangat 

(6] Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus 
memenuhi persyaratan, mcliputi 

a. schat jasmani dan rohani, 

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, 
pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi 
yang tinggi untuk memajukan dan mcngembangkan 
BLUD UPT Pcrlindungan Tanaman Pangan dan 
Hortikulturat 

c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah, 

d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi 
BLUD UT Perlindungan Tanaman · Pangan dan 
lortikultura, 

e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan 

tugasnya, 
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f. berijazah paling rendah S-1 {strata satu; 

g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap 
unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal I4 ayat (2), 

h. Aidak pernah menjadi anggota direksi, dewan 
pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah 
menvebabkan badan usaha yang dipimpinnya 

dinyatakan pailit, 

i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan 

j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon 
kepala daerah atau calon wakil kcpala daerah, 
dan/atau calon anggota legislatif. 

Pasal 17 

(I) Dewan Pengawas memiliki tugas 

a. memantau perkembangan kegiatan BLUD UPT 

Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, 
,, 

b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non 
keuangan BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan 
dan Hortikultura dan memberikan rekomendasi atas 
hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat 
Pengelola BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan 
dan Hortikultura; 

c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian 
kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal 
pemerintah; 

d. memberikan naschat kcpada Pejabat Pengelola BLUD 

UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 
dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan 

c. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur 
mengena 

L. RBA yang diusulkan Pejabat Pengelola; 

2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam 

pengelolaan UpT Perlindungan Tanaman Pangan 
dan Hortikultura, dan 

3. kincrja BLUD UT Perlindungan Tanaman Pangan 
dan Hortikultura 

[2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l] hurufb, diukur paling sedikit meliputi; 

a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan 
yang diberikan (rentabilitasj; 

b. memahami kewajiban jangka pendeknya (lkuiditas; 

c. mememuhi seluruh kewajibannya (solvabilitasj; dan 
' d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk 
membiayai pengeluaran 

Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksucd 
pada ayat (1) hurut b, diukur paling sedikit berdasarkan 
perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, 
pembclajaran dan pertumbuhan 

(3) 
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(4) Dewan Pengawas mclaporkan pclaksanaan tugasnya 
scbagaimana dimaksud pada ayat (l) kcpada Gubernur 
secara berkala paling sedikit 1 [satu) kali dalam satu 
tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan 

Pasal 18 

( 1 )  Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 
(lira) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk I [satu) 
kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia 
paling tinggi 60 (enar puluh) tahun. 

(2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah 
berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan 
Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali 
untuk I (satu] kali masa jabatan berikutnya 

63) Anggota Dewan pengawas diberhentikan oleh Gubernur 
arena. 

a. meninggal dunia; 

b. masa jabatan berakhir; atau 

c diberhentikan sewaktu-waktu. 

(4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat [2) hurufc, karena 

a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; 

b. tidak melaksanakan kctcntuan peraturan perundang 
undangan, 

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPT 
Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; 

d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang 
tclah mempunyai hukum tetap; 

e. mcngundurkan diri; dan 

f terlibat dalam tindakan kecurangan yang 
mengakibatkan kerugian pada BLUD UPT 
Perlindungan Tanaran Pangan dan Hortikultura, 
negara, dan/atau daerah. 

(l) Gubernur dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas 
untuk mendukung kalancaran tugas Dewan Pengnwas. 

(l Sekretaris 
pada ayat 
Pegawas 

Dewan Pengawas sebagaimana diraksud 
(1) bukan merupakan aniggota Dewan 

Pasal 20 

Segala biaya yang dipcrlukan dalam pelaksanaan tugas 
Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan ergawas 
dibebankan pada Anggaran BLUD UT Perlindungan 
Tanaman Pangan dan Hortikultura 
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Bagian Ketiga 
Proscdur Kerja 

Paragraf l 
Sistem Pengendalian Internal 

Pasal 21 

(I) Pemimpin BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan 
dan Hortikultura merencanakan, membangun, 
menyelenggarakan dan mereview sistem pengendalian 
inter! BLUD LPT Perlindungan Tana man Pangan dan 
Hortikultura scsuai dengan peraturan perundang 
undanga.n 

(2) istem pengendalian 
Tanaman Pangan 
dimaksud pada ayat 
prosedur kerja 

Pasal 22 

internal BLUD UpT perindungan 
dan Hortikultura sebagaimana 
(1) tercermin dalam pelaksanaan 

( I )  Pengendalian Internal BLUD UPT Perlindungan Tanarnan 
Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam 
asal 21 ayat (l) bertuajuan unruk memberikan 
keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas 
dan cfisicnsi pencapaian tujuan penyelenggaraan 
pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan 
pengamanan aset negara, dan ketetapan terhadap 
peraturan perundang-undangan 

() Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat () pemimpin BLUD UPT Perlindungan Tanaman 
Pangan dan Hortikultura membangun struktur sistem 
pengendalian internal yang terdiri atas unsur 

a. lingkungan pengendalian, 

b. penilaian resiko, 

c. kegiatan pengendalian, 

d. informasi dan komunikasi, dan 

e. pemantauan pengendalian intern 

(3) Penerapan unsur sister pcngendalian internal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan 
menyatu dan mcnjadi bagian integral dari kegiatan 
BLUD UPT Pelindungan Tanaman Pangan dan 
Horukultura 

(4) Perimpin BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan 
dan Hortikultura mengefektfkan sistem pengendalian 
internal sebagaimana dimaksud pada ayat [2) dengan 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (8PIP). 
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Paragraf 2 
Tata Hubungan Kerja 

Pasal 23 

(1) Pemimpin BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan 
dan Hortikultura adalah atasan langsung dari Kcpala 
Tata Usaha, Kcpala Seksi Perlindungan Tanaman dan 
Kepala Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida dan Identifikasi 
OPT 

[2) Segala tindakan yang berkaitan dengah komunikasi 
eksternal mcrupakan kewenangan Pemimpin BLUD UPT 
Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura. 

(3) Kewenangan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
didelegasikan kepada Kepala Tata Usaha, Kepala Seksi 
Perlindungan Tanaman dan Kepala Seksi Penguian 
Pupuk, Pestisida, dan Identifikasi OPT sesuai dengan 
tugas pokok sccara teknis masing-masing dengan 
tanggung jawab tetap berada pada Pemimpin BLUD UT 
Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura. 

(4) Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPI 
Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, 
terlcbih dahulu dimusyawarahkan dcngan cpala Tata 
Usaha, Kcpala Seksi Perlindungan Tanaman dan epala 
Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida, dan Identifikasi OPT 

Pasa1 24 

( l  Pejabat keuangan, dan pejabat teknis bersinergi dalam 
pencapaian tujuan BLU UPT Perlindungan Tanaman 
Pangan dan Hortikultura. 

(2) Setiap kegiatan yang akan dan telah direalisasikan 
merupakan hasil kerja sama antar fungsi pelayanan, 
penunfang dan administrasi LUD UPT Perlindungan 
Tanaman Pangan dan Hortikultura. 

(3) Dalam hal terjadi hambatan pclaksanaan kegiatan, 
Pejabat keuangan, pejabat teknis dan kclompok jabatan 
fungsional mengambil kebijakan strategis untuk 
menvelamatkan nama baik BLUD UPT. Perlindungan 
Tanaman Pangan dan Hortikultura 

(4) Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3l 
yang berkaitan dengan pihak cksternal, terlebih dahulu 
dimnusvawarahkan dengan Pemimpin BLUD UPT 

pertindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura. 

Pasal 25 

Pemimpin BIUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan 
Hortikutura meminta pendapat dari Pejabat keuangan, dan 
pejabat tcknis dcngan Satuan Pengawas Internal 
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agian Keempat 
Pengelompokan Fungsi Pelayanan 

Psal 26 

( 1 )  Jenis pelayanan di BLUD UPT Perlindungan Tanaman 
Pangan dan Hortikultura terdiri atas: 

a. pelayanan Manajemen; 
4 

b. pelayanan Teknis; 

c. pclayanan pendukung; dan 

d. pelayanan lainnya. 

[2) Pelayanan manajemen scbagaimana dimaksud pada ayat 
(l] hurufa meliputi pelayanan administrasi manajcmen. 

(3) Pelayvanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ 
hurufc meliputi 

a. Pengujian Mutu Formulasi Pestisida, dan; 

b. Pengujian Residu Pestisida pada produk pertanian, 

Pengujian Mutu Pupuk; 

d. Pengulian ccmaran logam 

' Pelhyanan Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat 
( l )  huruf d meliputi pelayanan cdukasi. 

[5) Playanan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  
hurufe meliputi pclayanan sarana dan prasarana 

Pasal 27 

(1 Fungsi pelayanan dilaksanakan oleh BLUD UPT 

Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 
berdasarkan petunjuk teknis, prosedur kerja, dan 

standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh 
Pemimpin 

(2) Fungsi pclayanan scbagaimana dimaksud pada ayat (1J 
merupakan satu kesatuan gugusan tugas dengan fungsi 
pedukung yang berada di lapangan dengan fungsi 
pelayanan yang berada di pusat organisasi. 

agian Kelima 
Pengelolaan Surber Daya Manusia 

Paragraf 1 

Hak dan Kewajiban Pegawai BLUD 
UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura. 

Pasal 28 

( I )  Semua Pejabat Pengelola dan Pegawai pada BLUD UPT 
Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang 
berasal dari ASN mempunyai kewajiban dadn memperoleh 
hat sebagaimana diatur dalam kctcntuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) 
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(2) Semua Pejabat Pengelola dan Pegawai pada BLUD UPT 
Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikulrura Dinas 

Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau 
yang bcrasal dari Tenaga Profesional Lainnya mempuyai 
kewajiban sesuai kontrak pcrjanjian kerja yang telah 
diswpakati dan mendapatkan hak borup Remunerasi 

Paragraf 2 

Kebutuhan Pegawai 

Pasal 29 

( I )  Kebutuhan pcgawai BLUD UPT Perlindungan Tanaman 
Pangan dan Hortikultura diajukan dengan 
memperhatikan sifat pelayanan yang bersangkutan, 
pendapatan operasional, dan efisiensi serta efektifitas 
kerja 

(2) Formasi kepegawaian pada masing masing unit 
dituangkan dalam Analisa Jabatan Beban Kerja 
berdasarkan peta kebutuhan pegawai diusulkan mclahi 

Dinas 

(3) Pengang-atan dan pcncmpatan pegawai berdasarkan 
kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat 

(4 orpetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupn 
pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, 
kepemimpinan, pengalaman, dedikasi, dan sikap 
perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugs 
jabatan. 

Paragraf 3 

Penerimaan Pegawai 

Pasal 30 

(1) Penerimaan pegawai negeri sipil diselenggarakan oleh 
Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

2) Penerimaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjinn 
kerja diselenggarakan oleh Pemerintah rovst sesua 
dengan formasi dan dengan kualifikasi tertentu sesuai 
praturan perundang-undangan 

(3) Penerimaan Tenaga Profesional lainnya disclenggarakan 
olch BLUD UT Perlindungan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Dinas Pangan Tanaman Pangan dan 
lortkultura Provinsi Riau sesuai dengan formasi dan 
uahfikasi 

Pasal 31 

( I )  Untuk penerimaan Tenaga Profcsional lainnya pada 
BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan 
Hortikultra scbagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayal 
(3), dibentuk Tim 
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(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  ditetapkan 
dengan Keputusan Pemimpin BLUD UPT Perlindungan 
Tanaman Pangan dan Hortikultura. 

[3] Tint sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas 
melakukan penyaringan/seleksi penerimaan calon 
pegawai 

(4) Tahapan penerimaan Tenaga Profcsional pada BLUD UPT 
Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 
meliputit 

a. Pengumuman, 

b. Pendaftaran; 

c Sclcksi Adsministrasi; 

d. Tes Akademis; 

e. Evaluasi hasil seleksi, dan 

f Kcputusan hasil seleksi 
• 

g. Pengumuran hasil seleksi 

(5) Pengumuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4] 
hurufa memuat persyaratan pendaftaran, mneliputi: 

n persaratan Umum vaitu 

Warga Negara Republik Indonesia; 

2 Usia paling rendah 18 (delapan belas] tahun dan 
paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; 

3. Berbadan sehat dan bebas narkoba (dibuktikan 
dengan mclampirkan Surat Keterangan Schat dan 
Surat eterangan Bebas Narkoba); 

4. Berkclakuan baik dan 
penjara atau kurungan 
pengadilan; 

5. Persyaratan Nilai untuk jenjang Diploma 3 dan 
Strata I. 

a) Bagi pelamar dari Perguruan Tinggi Ncgcri Indcks 
Prestasi Kumulatif [IPK) minimal 2,75 (dua koma 
tujuh lima] dengan skala 4.00 (empat koma nol) 

by Bagi pelamar dari Perguruan Tinggi Swasta 
Indeks Prestasi Kumulatif [IPK] minima1 2,75 (dua 
koma tujuh lima) dengan skala 4.00 (empat koma 
nol) 

6. Bagi sopir ijazah minimal SLTA atau sederajat 

7. Setiap pelamar wajib memiliki 1 (satu] alamat e-mail 
yang masih aktif; dan 

8. Bersedia mematuhi peraturan Sclcksi Tenaga 
Profesional BLUD UPT Perlindungan Tanaman 
Pangan dan Horukultura 

b. Persvaratan Khusus, vaitu 

1 Bagi sopir wajib mempunyai SIM A yang masih 
berlaku 

tidak pernah dihukum 
berdasarkan keputusan 
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2. Bagi satpam wajib mempunyai sertifikat pelatihan 
Satpam. 

Paragraf 4 
Penempatan dan Mutasi 

Pasal 32 

(I )  Penempatan pegawai yaitu pegawai BLUD UPI 
Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dan 
mcnjadi kewenangan Pemimpin LUD UPT Perlindungan 
Tanaman Pangan dan Hortikultura. 

(2) Ketentuan penempatan bcrlaku bagi pegawai dengan 
penempatan pertama atau pegawar yang mengalami 
rotasi di lingkungan BLUD UPT Perlindungan Tanaman 
Pangan dan Hortikultura Dinas Pangan Tanaman Pangan 
dan Hortikultura Provinsi Riau 

[.3) enempatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l J  
ditetapkan oleh emimpin BLUD UpT Perlindungan 
Tanaman Pangan dan Hortikultura sctclah mclalui 
proses 

a. analisis beban kerja, 

b. pertimbangan karir pegawai, 

c. pengujian kemampuan pegawai; 

d. pengamatan motivasi pegawai; dan 

e. analisis lingkungan kerja pegawai yang bersangkutan 

(1) Mutasi pcgawai pada BLUD UPT Perlindungan Tanaman 
Pangan dan Hortikultura tcrdiri dari 

a Rotasi; dan 

b. Promosi 

[.2) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ]  huruf a, 
merupakan pemindahan pegawai dari satu laboratorium 
ke laboratorium lainnya di ingkungan LUD UPT 
Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 

(3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, 
mnerupakan kesempatan kepada PNS untuk mengisi 
lowongan jabatan/tugas dengan tanggung jawab lebih 
tinggi dari tanggung jawab semula 

() Prdmosi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
jika pegawai memenuhi persyaratan-persyaratan yang 
meliputi: 

a. memiliki disiplin yang baik; 

b. sclama 2 [dua) tahun terakhir tidak terkena sanksi 
dan atau hukuman jabatan atau tersangkut tindakan 
hukum, 

c memcnuhi kritcria stander kompetensi yang sesuni, 
dan 
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d. memiliki prestasi kerja yang baik sesuai dengan 
penilaian prestasi kerja 

Paragraf 5 
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

asal 34 

( I )  Program pendidikan dan pelatihan pegawai dapat 
diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan, 
keterampilan serta sikap pegawai dalam menghadapi 
scrta menangani masalah-masalah pekerjaan 

[2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatiha sebagaimana 
dinaksud pada ayat (I), berupa 

a. latihan dan pendidikan yang diberikan pihak BLUD 
UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, 
damn 

b. latihan dan pendidikan yang diberikan lembaga di luar 
BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan 
Hortikultura 

(3] Pendidikan formal yang diakui di BLUD UPI 
Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 
dibedakan dalam 2 {dua) kategori yaitu 

a. Tugas Bclajar; dan 

b. Tugas Belajar Mandiri. 

(4) Pegawai yang mengikuti pendidikan formal sebagaimana 
dimaksud pada ayat [3) setelah lulus harus menjalani 
ikatan dinas pada BLUD UT Perlindungan Tanaman 
Pangan dan Hortikultura paling kurang 2 (dua) kali 
nasa pendidikan ditambah satu tahun [2N + 1). 

[5) Pegawai yang itugaskan untuk mcngikuti pendidikan 
pclatihan informal dalam bentuk kursus singkat, 
seminar konferensi ataupun lokakarya diwajibkan 
membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan serta 
mempresentasikan hasil pengetahuan/keterampilan 
yang diperoleh pada bagian terkait dengan bidang ilmu 
yang bersangkutan. 

Paragraf 6 
Tata Tertib Dan Disiplin 

Pasal 35 

(I) Penegakan tata tertib dan disiplin pada LU UT 

Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 
ilakukan untuk terciptanya suasana kerja yang aman, 

tertib an teratur. 

(2) Setiap pegawai pada BLUD UPT Perlindungan Tanaman 
Pangan dan Hortikultura mcntaati peraturan dan 
menghindari hal-hal yang bertentangan dcngan 
peraturan untuk mempertahankan suasana kerja yang 

badk 
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Paragraf 7 

Sanksi 

Pasal 36 

Pegawai yang melanggar 
sanksi sesuai dcngan 
undangan. 

tata tertib 
ketentuan 

dan disiplin dikenakan 
peraturan perundang­ 

Bagian Keenam 
Pengelolaan Keuangan BLUD 

Paragraf I 
endapatan 

Pasal 37 

Pendapatan BLUD dapat bersumber dari, 

a. jasa layanan 

b. hibah, 

c. hasil kerjasama dengan pihak lain; 

d. APBD; dan 

e. Lain-lain pendapatan BLUD yang ah. 

Pasal 38 

( I )  Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layvanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, berupa 
imbalan yang diperolch darijasa layanan yang diberikan 
kepada masyarakat 

(2] Pendapatan BIUD yang bersumber dari hibah 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dapat 
bcrupa hibah terikat dan hibah tidak tcrikat yang 
dipcrolch dari masyarakat atau badan lain. 

(3) Pendapatan BLUD yang bcrsumber dari hibah 
scbagaimana dimaksud pada ayat [2), digunakan sesuai 
dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan 
peruntukan yang selaras dengan tujuan BLUD 
scbagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah 

(4) Hasil kerja sama dcngan pihak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 37 huruf c dapat berupa hasil yang 
diperoleh dari kerja sama BLUD 

(5] Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD 
scbagaimana dimaksud dalam asal 37 huruf d berupa 
pendapatan yang berasal dari DPA APD. 

(6] Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, meliputi. 

a.1as gIro; 

b. pendapatan bung; 

c keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata 
uang asing; 

' 
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d. komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat 
dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau 
jasa BLUD; 

e. investasi; dan 

f pengembangan usaha 

Pasal 39 

(l) Seruruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud 
dalam asal 37 kecuali yang berasal dari hibah terikat, 
dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran 
BLUD sesuai RBA 

(2) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasa! 37 huruf a, huruf b, hurufc, dan huruf e, 
dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat 
dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah 
pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 
dengan obyek pendapatan BLUD, Kecuali yang termasuk 
kategori retribusi Daerah dicatatkan pada kel0mpok 
Reuibusi Daerah sesuai dengan jenis dan objeknya 

() Seluruh pendapatan scbagairnana dimaksud pada ayat 
(3, dilaporkan kepada PPKD sctiap triwulan 

Paragraf 2 

Belanja 

Pasal 40 

(I) Belanja BLUD terdiri atas; 

a. belanja operasi, dan 

b. blanja modal. 

pada ayat [(I 
BLUD untuk 

02) Belanja operasi sebagaimana dimaksud 
huruf a mencakup seluruh belanja 
menjalankan tugas dan fungsi. 

(3) Belanja operasi scbagaimana dimaksud pada avat (22) 

meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jnsa, 
belanja bunga dan belanja lain. 

() Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
huruf b mencakup seluruh belanja IUD unuk 
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi 
manfaat lebih dari 12 {dua belas] bulan untuk digunakan 
dalam kegiatan BLUD 

(5] Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 )  
meliputi belanja tanah, bclanja peralatan dan mesin, 
belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan 
jaringan, dan belanja aset lainnya 

Paragraf 3 

Pembiayaan 

Pasal 41 

( I )  Pembiayaan BLUD terdiri atas 
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a. penerimaan pembiayaan;dan 

b. pengeluaran pembiayaan, 

[2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1J 
merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 

aupun pada tahun anggaran berikutnya 

[.) Penerimaan pembiayaan scbagaimana dimaksud dalam 
avat [ l )  hurufa meliputi 

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 
scbclumnya, 

b. divestasi, dan 

c, penerimaan utang/ pinjaman 

(4) Pengeluaran pembiayaan scbagaimana dimaksud pada 
ayat ( l )  huruf b meliputi 

a. investasi; dan 

b. pembayaran pokok utang/pinjaman 

Pasal 42 

( I )  Belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan 
mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. 

() Fleksibilitas Bclanja BLUD scbagaimana dimaksud pada 
ayat (I), merupakan pengcluaran biaya yang disesuaikan 
dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam 
ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif 

(3] Fleksibilitas pengeluaran biaya LUD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1], hanya berlaku untuk biaya 
BLUD yang berasal dari pendapatan sclain dari 
APBN/APBD dan hibah terikat 

15 

FIcksibiltas pengcluaran biaya BLUD 
' dimhaksud pada ayat (I), tidak berlaku 

bertahap. 

Dalam hal terjadi kekurangan anggaran 
mengajukan usulan tembahan anggaran dari 
kepada Cubernur melali Kepala Dinas. 

asal 43 

BLUD 
APBD 

scbagaimana 
untuk BLUD 

(l) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
+2ayat 12), ditetapkan dengan besaran persentast. 

[2) Lesaran persentase scbagaimana dimaksud pada ayat 
( I ] .  ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi 
cgiatan operasional BLUD. 

3) esaran persentase sebagairnan dimaksud pada ayat (2), 
ditctapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh PPKD 

(4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang 
dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan 
dapat dipertang8ngjawabkan. 
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Peasel 44 

Tata kclola keuangan BLUD UT perlindungan Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau lebih lanjut diatur 
dalam Dokumen Pola Tata Kelola. 

Bagian Ketujuh 
Pengelolaan Limbah 

Paseal 45 

(l Kegiatan pelayanan Perlindungan Tanaman Pangan dan 
Hortikultura pada UT Perlindungan Tanaman Pangan 
dan Hortikultura Provinsi Riau menghasilkan limbah 
Vang termasuk ke dalam kriteria limbah bahan 
berbahaya dan beracun 

[2) Lirnbah kegiatan pelayanan laboratorium veteriner dan 
kluk hewan dikelola secara mandiri oleh UPT 
Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 
rovinsi Riau sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan agar tidak mencemarkan dan/atau merusak 
lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkuungan 
hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia 
dan makhluk hidup lain. 

(3) Pengelolaan limbah pada UPT Perlindungan Tanaman 
Pangan dan hortikultura Provinsi Riau melali proses 
pemilahan dan pewadahan, pencatatan, penyimpanan 
sementara pengangkutan dan pemusnaham imbah pacda 
UT Perlindungan Tanaman Pangan dan hortikultura 
Provinsi Riau 

Bagian Kedelapan 
Sistematika Pola Tata Kelola 

Pasal 46 

Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
disusun dengan sistematika sebagai berikut 

a. BAB I Pendahuluan 

I.Latar Belakang; 

2 Pengertian Pola Tata Kelola, 

3. Prinsip-Prinsip Dasar tata Kelola; 

Tujuan Penerapan Pola Tata Kelola, 

5. Ruang Lingkup Tata Kelola 

6. Dasar Hukum; dan 

7 Perubahan Tata Kelola 

b . B A B  II .Kelembagaan 

L. Tugas Pokok dan Fungsi, 

2. Suruktar Organisasi Sebelum BLUD 

3. Uraian Tugas Organisasi Sebelum BLUD; 
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4 struktur Organisasi BLUD, 

5.Uraian Tugas Fungsi dan Tanggung Jawab Pengelola 
BLUD; dan 

6. Hubungan Kerja dan Kewenangan 

¢ BAB III Prosedur Kerja 

I .  Pelayanan Seksi Perlindungan Tanaran; dan 

2. Pelayanan Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida dan 
Identifikast OpT 

d. BAB IV: Pengelompokan Fungsi yang Logis 

e. BAB V Pengelolaan Sumber Daya Manusia 

• Kebijakan Umum; dan 

2. Pengelolaan SDM 

f BAB VI Pola Tata Kelola Keuangan 

Pasal 47 

Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidal 
terpisahkan dan Peraturan Gubermur 1 

BAB Ill 
RENSTRA 

Pasal 48 

(1) Renstra BLUD UPT perindungan Tanaman Pangan dan 
Hortikultura merupakan penjabaran dari Visi, Misi 
Tujuan dan Sasaran Laboratorium UPT Perlindungan 
Tanaman Pangan dan Hortikultura 

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disusun 
berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jang 

Menengah Daerah dan Renstra Dinas 

(3) BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan 
Hortikultura menyusun RBA berpedoman pada Renstra 

(4) RBA pada ayat (3) disusun berdasarkan 

a. anggaran berbasis kinerja, 

b. standar satuan harga; dan 

c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan 
yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang 
diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja 
ama dengan pihak lain dan/atau basil usaha 
lainnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
dan sumber pendapatan BLUD lainnya 

Pasal 49 

(l) Renstra scbagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat [l) 

disusun dcngan sistematika sebagai berikut 

a. BAB I ·  Pendahuluan 



Latar Bclakang; 

2. Landasan Hukum, 

3. Maksud dan Tujuan,dan 

4 Sistematika Pemulsan. 

b. BAB II Rencana Pengembangan Pelayanan 

1 Tugas, Fungsi dan Struktur UPT perindungan 
Tanaman Pangan dan Hortikultura 

2 Sumber Daya UPT Perlindungan Tanaman Pangan 
dan Hortikultura Dinas Pangan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi Riau; dan 

3. Kinerja Pelayanan UPT Perlindungan Tananan 
Pangan dan Hortikultura Dinas Pangan Tanaman 
Pangan dan Hortkultura Provins; Riau 

4. Kelompok Sasaran Layanan 

c. BAB I I :  Strategi dan Arah Kebijakan 

I. Visi, 

2 Mier, 

3. Srategis Pelayanan Laboratorium UpT 
Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura. 

4 Arah Kebijakan Laboratorium UPT Perlindungan 
Tanaman Pangan dan Hortikultura; 

d. BAB IV .  Rencana Program dan Kegiatan 

rogram Penunjang Urusan Pemerintah daerah 
provinsi; dan 

2. Target Kinerja, 

e. BAB V Rencana Keuangan 

Rencana Kcuangan adalah gambaran Proyeksi 
keuangan (Lima) tahunan yang meruat perkiraan 
capaian kincrja keuangan tahunan selama 5 (lima) 
tahun, 

f BA VI Penutup 

2) Renstra scbagaimana dimaksud pada ayat (l) tercantum 
dalam Lampira II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

BAB IV 
$PM 

Pasal 50 

(I )  BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dam 

Hortikultura melaksanakan penyclcnggaraan pclavanan 
dasar berdasarkan SPM. 

(2) Pelayanan dasar pada SPM sebagaimana diraksud pacda 
avat(l) terdiri atas: 

a pelayanan Manajemen; 

b. pelayanan Teknis; dan 



c pelayanan pendukung. 

(3) Pemirpin BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan 
dan Horrikultura bertanggungiawab dalam 
pcnyelenggaraan pclayanan dasar scsuai SPM 
sebagaimana dimaksud ayat (2) 

Pasal 51 

(I) Pemimpin BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan 
dan Hortikultura mclaksanakan evalasi terhadap 
pencapaian SPM secara berkclanjutan 

[2) Evaluasi pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada 
ayat(l) disampaikan oleh Kcpala Dinas kepada Gubernur 
mclah Sckretaris Daerah 

Pasal 52 

(4) Pemimpin BLUD UpT Perlindungan Tanaman Pangan 
dan Hortikultura menyusun Laporan Penerapan dan 
encapaian SPM setiap lahun 

t5) Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) disampaikan kepada Gubermu 
paling lambat 3 (tiga) bulan setclah berakhirnya tahun 
berkenaan/ berjalan 

Pasal 53 

PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat ( l )  disusun 
dengan sistematika sebagai berikut ; 

a. Dasar Hukum, 

b. Persyaratan, 

c. Sistem, Mckanisme, dan Prosedur; 

d Waktu Penvclcsaan, 

e Biaya/Tari; 

f Produk Layanan; 

g. Sarana can Prasarana dan atau Fasilitas lainnya, 

h Kompetensi Pelaksana, 

Pengawas Internal; 

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan 

k Junlah Pelaksane 

Jaminan Pelayanan; 

m. Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan, dan 

n Evaluasi Kinerja Pelaksen 

Pasal 54 

3PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 trcantum 

dale Larnpiran IHI yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dai Puraturan Gubernur ini 



BABV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 55 

( l  Cabernur melakukan pembinaan dan pengawasnn 

crhadap BLUL di daerah provinsi .  

(2)  Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ]  terdiri 
atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan 
asistensi. 

(33) Dalarn rangka pembinaan untuk menjaga 
kcsinambungan implementasi kebijakan B L U D  di 
daerah, pemerintah daerah wajib melaporkan kinerja 
keuangan dan non keuangan kepada Menteri Dalam 
Negeri melalui Dircktur Jenderal Bina Keuangan Daerah. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 56 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pcngundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau. 

Ditetapkan di Pekanvaru 
pada tanggal 

Pj. GUBBRUR RIAU, 

8 IARIY ANTO 

k .  · . g k a n  di Pekanbaru 
i g g a l  

"  SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU, 

I N D RA  

? : t r T  DAERAH PROV!NSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR: 

-inan Sesuai Dengan Aslinya 

FIE. KEPALA BIRO HUKUI, 

HARMADI, SH. H. 

Pembina (IV/ a) 

=N. 19840326 200903 1 003 
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LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR RIAU 
NOMOR TAHUN 2024 
TENTANG 
POLA TATA KELOLA, RENCANA 

STRATEGIS DAN STANDAR 

PELAYANAN MINIMAL UNIT 
PELAKSANA TEKNIS 

PERLINDUNGAN TANAMAN 
PANGAN DAN HORTIKULTURA 
DINAS PANGAN TANAMAN 

PANGAN DAN HORTIKULTURA 

POLA TATA KELOLA 

a. BAB I PENDAHULUAN 

l. Latar Belakang 

Salah satu agenda reformasi keuangan negara adalah diterapkannya 

anggaran berbasis kinerja. Dengan basis kinerja ini, arah penggunaan dana 

pemcrintah menjadi lebih jelas, Perubahan sistem ini penting mengingat 

kebutuhan dana yang makin tinggi tetapi sumber daya pemerintah terbatas. 

Ketentuan tentang penganggaran tersebut dituangkan dalam Undang­ 

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 68 dan Pasal 69 

Undang-Undang No 1 Tahun 2004 menyatakan instansi pemerintah yang tugs 

pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan 

pola pengelolaan keuangan yang Aleksibel dengan tetap mengutamakan 

produktivitas, efsiensi, dan efektivitas 

Prinsip-prinsip pokok yang tertuang dalam kcdua undang-undang terscbut 

menjadi dasar instansi pemerintah unruk menerapkan pola pengelolaan 

keuangan Badan Layanan Umum Sebagai penjabaran dari undang-undang 

tersebut, Pemerintah menerbitkan peraruran Pemerintah nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan 

Pemcrintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebaga 

mana diubah dalam PP no mor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah terscbut, Menteri Dalam 

Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentag Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 

dimana dalam peraturan tersebut diatur suatu pola baru dalam pengelolaan 

keuangan daerah dengan tetap memperhatikan peraturan terkait. 

Dalam Peraturan menteri dalam negeri tersebut di atas Dadan Layanan 

Umum Daerah (BLUD) adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis 
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dinas/badan daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang 

mempunyai fleksibilitas dalarn pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian 

dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya 

UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat menerapkar 

B3LUD arena pelayanan yang diberikan berhubungan dengan penyediaan barang 

dan/atau jasa layanan umum yaitu pengujian Mutu Formulasi Pestisida, Mutu 

produk pertanian, Diagnosa dan rekomendai Pengendalian Hama dan penyakit 

Tanaman dan Mutu APH (Agens Pengendalian Hayati). Dengan menjadi BLUD, 

UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat menerapkan Pola 

Pengelolaan Keuangan BLUD yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan 

untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untruk meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat dalam rang memajukan kesjahteraan umum 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketenruan 

pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 

Praktik bisnis yang sehat adalah proses penyelenggaraan fungsi organisasi 

berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian 

layanan yang bermutu dan berkesinambungan. Diharapkan dengan menerapkan 

BLUD, UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat lebih leluasa 

menentukan keputusan-keputusan strategis dengan memperhatikan dan 

menjalankan praktik-praktik bisnis yang schat, dikelola secara profesional 

sehingga mampu meningkatkan kinerja dan bersaing dan/atau mandiri dengan 

tetap sinergi dcngan program-program yang ditetapkan pemerintah daerah dan 

psat Untuk dapat menerapkan BLUD, disamping persyaratan subtansi dan 

teknis juga harus memenuhi persyaratan administrasi. Persyaratan administrasi 

yang harus dipenuhi oleh UPT sesuai dengan pasal 36 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri nomor 79 Tahun 2018 adalah dapat menyajikan dokumen-dokumen 

sebagai berikut. 

I) Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Meningkatkan Kinerja 

2) Pola Tata Kclola 

3) Rencana Strategis 

4) Laporan keuangan atau prognosis/ proyeksi keuangan 

5) Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit olch 

pemeriksa cksternal pemerintah 

Buku ini akan menguraikan Pola Tata Kelola yang merupakan peraturan 

internal UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang menetapkan 

organisasi dan tata laksana BLUD 

2 



2. Pengertian PolaTata Kelola 

Berdasarkan Permendagri 79 Tahun 2018, pola tata kelola UPT 

Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang menerapkan BLUD. Pola 

Tata Kelola scbagaimana dimaksud memuat 

a. Kelembagaan: memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, taggung 

jawab, hubungan kerja dan wewenang. 

b. Prosedur kerja: memuat hubungan dan mckanisme kerja antar posisi 

jabatan dan fungsi. 

c. Pengelompokan fungsi: memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi 

pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk 

efektifitas pencapaian 

d. Pengelolaan sumber daya manusia: memuat kebijakan mengenai 

pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan 

pelayanan kcpada masyarakat. 

3. Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola 

Prinsip-prinsip dasar tata kelola dalam pengelolaan UPT Perlindungan 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau adalah Transparanst 

(Transparency), Akuntabilitas (Accountability) Pertanggungjawaban 

(Responsibility), Kemandirian (Independency), dan Kewajaran (Faimess) yang lebih 

jelasnya dapat diuraikan scbagai bcrikut 

1) Transparansi (Transparency) 

Yaitu keterbukaan dalam mclaksanakan proses pengambilan keputusan 

dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi mnateril dan relevan 

mengenai UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 

Riau 

2) Akuntabilitas (Accountabiiitg) 

Yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungiawaban organ UPI 

sehingga pengelolaan UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Povinst Riau terlaksana secara efektif. Akuntabilitas mencerminkan 

aplikasi mekanisme sistem internal checks and balance yang mencakup 

praktik-praktik yang sehat. 

3) Pertanggungjawaban (Responsibility) 

Yaitu kesesuaian dalam pengelolaan UPT Perlindungan Tanaman Pangan 

dan Hortikultura Provinsi Riau terhadap peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan prinsip prinsip korporasi yang sehat. UPT Perlindungan 

Tanaman Pangan dan Hortikultura memenuhi dan mematuhi h~kum dan 
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Pangan dan 

kepenguruasan menjalankan tugas-tugas 

UPT Perlindungan Tanaman Laboratorium Pengujian 

peraturan peruandang undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya 

pemeliharaan lingkungan pemenuhan hak-hak pelanggan, keselamatan dan 

kesehatan kerja seluruh personil terkait, dan penghindaran dari praktik 

bisnis yang tidak schat 

4) Kemandirian (/dependency) 

Yaitu suatu keadaan dimana UT Perlindungan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi Riau dikelola secara profesional tanpa benturan 

kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai 

dengan peraturan perundang- undangan yang bcrlaku dan prinsip prinsip 

korporasi yang sehat; 

Pejabat Pengelola dalam 

Hortikultura Provinsi Riau bcbas dari tekanan ataupun intervensi dari 

pihak luar 

5] Kewajaran (Fairness) 

Yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak dan kewajiban 

stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang­ 

undangan yang berlaku. 

Hak-hak stakeholders, yang mencakup masyarakat sekitar tempat usaha 

Laboratorium Pengujian UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi Riau, pegawai, pelanggan, pemasok, kreditur, 

investor, dan stakeholders lainnya, dilindungi dan diberikan perangkat yang 

layak untuk menuntut jika terjadi pelanggaran terhadap hak mercka 

4. Tujuan Penerapan Tata Kelola 

Tujuan pencrapan Tata Kelola pada UPT Perlindungan Tanaman Pangan 

dan Iiortikultura Provinsi Riau bertujuan untuk 

a. Memaksimalkan fungsi Laboratorium Penguian UPT Perlindungan 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dengan cara mencrapkan 

prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibiliti yang dapat dipercaya dan 

bertanggung jawab. 

b. Mendorong pengelolaan Laboratorium Pengujian UpT Perlindungan 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau secara profesional, 

transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan 

kemandirian Laboratorium Pengujian UpT Perlindungan Tanaman Pangan 

dan Hortkultura Provinsi Riau. 
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c. Mendorong agar UT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Provinsi Riau dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan 

scnantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran 

akan adanya tanggung jawab sosial terhadap stakeholders. 

d. Mendorong agar dalam menjalankan fungsi laboratorium dapat secara 

bebas tanpa tekanan dari pihak manapun. 

e. Meningkatkan kontribusi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Provinsi Riau dalam mendukung kesejahtcraan umurn masvarakat 

Dengan adanya pedoman tata kelola ini merupakan langkah awal dalam 

rangka menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik sebagai 

acuan/norma/panduan dalam melaksanakan tugas 

5. Ruang Lingkup Tata Kelola 

Ruang lingkup Pedoman tatakelola ini adalah kegiatan yang dilakukan pada 

Laboratorium Pengujian UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 

yang berada dibawah Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 

Riau. Berdasarkan pasal 39 Permendagri nomor 79 Tahun 2018 tata kelola 

memuat. kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi dan pengelolaan 

sumber daya manusia. 

6. Dasar Hukum 

Dasar Huakum untuk menyusun pola tata kelola antara lain adalah 

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nmor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang­ 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2015 Nomor 58 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOnor 5679); 

2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 22019 Tentang Sistem Budidaya 

Pertanian Berkelanjutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 nomor 201, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 6412), 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 



4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor I14, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887); 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Ladan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Republik indoncsia Nomor 74 Thun 2012 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 258/MENKES/PER/III/ 1992 

tentang Persyaratan Keschatan Pengelolaan Pestisida; 

7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/SR.340/12/2011 

tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan 

Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT; 

8) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 

tentang Pendaftaran Pestisida; 

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 

10) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan paratur Negara Nomor 

PER/02/M.PAN/1/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pedoman 

Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang 

Menerapkan Pola Pengelolaan Kcuangan Badan Layanan Umum. 

11)Peraturan Menteri Keuangan Nornor 109/PMK.05/2007 tentang Komite 

Pengawas pada Badan Layanan Umum. 

12) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 981/1011/SJ tanggal 06 

Fcbruari 2019 tentang Modul Penilaian dan Penetapan Badan Layanan 

Umum Daerah 

13) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau; 

14) Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pembentukan 

Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi Riau; 

7, Perubahan Tata Kelola 

Pola tata kelola UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Provinsi Riau ini dapat direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan pola tata kelola UPT Perlindungan 
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Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sebagaimana disebutkan di atas 

serta disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan Up" 

Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau serta perubahan 

lingkungan. 

b. BAB II KELEMBAGAAN 

UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan 

organisasi unit pelaksana teknis yang berada di bawah Dinas Pangan Tanaman 

Pangan Hortikultura Provinsi Riau. Terbentuknya UPT Perlindungan Tanaman 

Pangan dan Hortikultura berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 

Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pangan 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. UPT Perlindungan Tanaman 

Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh scorang pejabat eselon III yang dilantik 

oleh Gubermur Riau 

Gubernur sebagai Penanggang jawab kebijakan penyelenggaraan pelayanan 

umum, Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Merupakan 

Pembina Teknis BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi 

nasehat kepada pejabat pengelola, serta memberi saran dan masukan kepada 

Gubernur mcnyangkut pengelolaan dan pengurusan UPT Perlindungan Tanaman 

Pangan dan Hortikultura olch pcjabat pengelola dan Kepala Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Sebagai Pembina Keuangan berkewaiban 

memberikan nasihat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan 

kepengurusan BLUD yang berkaitan dengan keuangan dan memonitor tindak 

lajut hasil evaluasi penilaian dan penilaian kinerja. 

1. Tugas Pokok dan Fungsi 

Tugas Pokok 

1. Mclaksanakan sebagian dari tugas Dinas Pangan Tanaman Pangan 

Hortikultura Provinsi Riau dalam bidang perlindungan tanaman pangan 

dan hortikultura 

2 Menyampaikan laporan berkala dan insidcntil kcpada Kcpala Dinas 

Pangan Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Riau, Direktur 

Perlindungan Tanaman Pangan dan Direktur Perlindugan Hortikultura 

Kemcntcrian Pertanian atas pelaksanaan tugas yang menjadi 

tanggungiawabnya serta tembusan kesatuan organisasi lain yang secara 

fungsional mempunyai hubungan korja. 
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peramalan, pengendalian Organisme 

dan pemantauan dampak penggunaan Pengganggu Tanaman (OPT] 

3 

Fungsi: 

1. Melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan data organisme 

pengganggu tumbuhan (OPT, dampak perubahan iklim (DPI), teknologi 

pengendalian OPT, dan pengelolaan pengendalian hama terpadu (PHT). 

2. Melaksanakan kebijakan di bidang monitoring dan analisis data serta 

evaluasi dan pelaporan data OPT, DPI, tknologi pengendalian OPT, dan 

pengelolaan PHT. 

Mclaksanakan pengamatan, 

pestisida pada tanaman pangan dan hortikultura. 

4. Mclakukan pengelolaan sampel pestisida, pupuk dan produk tanaman 

pangan dan hortikultura 

5. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian mutu pestisida, pupuk dan 

produk tanaman pangan dan hortikulture 

6. Melaksanakan pemantauan mutu pestisida dan pupuk yang beredar 

scrta produk tanaman pangan dan hortikultura 

2. Struktur Organisasi Sebelum BLUD 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2020 tentang 

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pangan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi Riau, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Provinsi Rieu terdiri dari Kepala Up perlindungan 

Tanaran Pangan dan Hortikultura. Kepala UPT PTPH dibantu oleh 3 orang 

pejabat struktural eselon IV yaitu masing-masing I Kepala Subbagian (Kasubbag) 

Tata Usaha dan 2 Kepala Seksi (Kasi) yaitu Seksi Perlindungan Tanaman dan 

Seksi Pengujian Pupuk Pestisida dan Identifikasi OPT, dengan struktur organisasi 

sebagai berikut 

8 



STRUKTUR ORGANISASI 

] Kepaia Dinas 

I 
Kelompok Kepala UPT 
Job0tan 

PT 
----------------- Fungsional 

Pengendal 0PT 

I I 

Subbag Seksi Seks Penguyan 
Tata Usaha Perlindungan Pupuk, Pestisida dan 

Tanaman Identifikasi OPT 
. 

l 
. . . 

- ------------· 
.  .  .  .  

-  LPHP/LAH 
- Lab. Pengujian 

Pupuk Pestisida 
' 
' � - - - . - - .. 

Brigade Proteksi 
Tanaman 

' 
'---- ------ ------ ---' 

Gambar2.1 Struktur Organisasi UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan 
Hortikultura Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura 
Berdasarkan Peraturan Gubernur Rau Nomor 42 Tahun 2020 

Untuk mengembangkan kinerja dan meningkatkan mutu pelayanan 

laboratorium, Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Provinsi Riau telah mengembangkan struktur organisasi yang mengacu pada 

Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2020 tersebut menjadi beberapa 

bagian sesuai kebutuhan pelayanan di UT Perlindungan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi Riau. Hal ini tcrtuang bcrdasarkan SK Kepala Dinas 

Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor: 188/Di8PTPH­ 

UPTPerlindungan/11/0422 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi Laboratorium 

Pengujian UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pangan 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Provinsi Riau sebagaimana 

dapat dilihat pada skema berikut ini 
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STRUKTUR ORGANISASI 

- 

Kcpala Dinas Pangan fanaman 

Pangan dan Hortikultura 

Kepala UPT Perlindungan 
Tanaman Pangan dan 

Hortikultura 

Kelompok Jabatan Kasi Kasubbag Tata 
Fungstonal Perlindungan Usaha 

' Tanaman 
... - - - - - - ➔  

'  
'  
'  
'  

Kasi engujian 
L - - - - - - - - - - - - - ➔  Pupuk., pestisida dan 

Identifikasi OPT Personil 
Administrasi 

r 1 

Penanggungjawab Penanggungjawab Teknis Penanggungiawab 
Mtu Laboratorium Pestisda Teknis Laboratorium 

1 
Pengamatan Hama 
Penyakit Tanamnan 

Personil Mutu I l I 

Penvelia Residu Penyelia Penyelia 

Pestisida Formulas 

Pestisida 

' + ± 

L __ A_,_'_"_' __ I ,l __ ,_'_'_'_1'_' __ 1 ,I A_,_'_"_' __ 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Berdasarkan SK Kepala Dinas Pangan Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor 188/DisPTPH 

UPTPerlindungan/I1/0422 Tahun 2022 

3. Uraian Tugas Organisasi Sebelum BLUD 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2020 tentang 

embcntukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pangan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi Riau, maka UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan 
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Hortikultura mempunyai uraian tugas berdasarkan jabatan adalah sebagai 

berikut: 

1. Kepala UPT 

a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan data 

organisme pengganggu tumbuhan (0PT], dampak perubahan iklim 

(DPI), teknologi pengendalian OPT, dan pengelolaan pengendalian 

hama terpadu (PHT 

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang monitoring dan analisis 

data sorta evaluasi dan pelaporan data OPT, DPI, teknologi 

pengendalian OPT, dan pengelolaan PHT 

c. Penyiapan pemberian bimbingan tcknis dan evaluasi di bidang 

monitoring dan analisis data serta evaluasi dan pelaporan data OPT, 

adaptasi dan mitigasi DPf, identifikasi dan ferivikasi teknologi 

pengendalian OPT dan di bidang pemasyarakatan dan kelembagaan 

PHT serta analisis dampak lingkungan 

d. Memberikan bimbingan pengamatan, peramalan, pengensdalian 

Organisme Penggangu Tanaman (OPT) dan pemantauan dampak 

penggunaan pestisida pada tanaman pangan dan hortikultura 

e. Memberikan bimbingan pengelolaan sampel pestisida, pupuk dan 

produk tanaman pangan dan hortikultura 

f. Mengawasi pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian mutu pestisida, 

pupuk dan produk tanaman pangan dan hortikultura 

g. Pengawasan pemantauan mutu pestisida dan pupuk yang beredar 

serta produk tanaman pangan dan hortikultura 

h. Memberikan pembinaan pelayanan tcknik kegiatan pengujian mutu 

pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan dan hortikultura. 

2 Sub Bagian Tata Usaha 

a. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tang@a, 

kehumasan dan kearsipan; 

b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; 

c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, 

d. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; 

e. Melaksanakan perencanaan pengendalian, cvahasi dan pelaporan. 

f. Melaksanakan rugas tugas lain yang dibcrikan oleh Kepala UPT 
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g. Menyusun laporan keuangan dan kegiatan 

h. Melaksanakan perencanaan pengembangan sarana prasarana kantor 

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya 

3. Seksi Perlindungan Tanaman 

a. Menyusun rencana kerja perlindungan tanaman pangan dan 

hortikultura 

b. Menyusun Juklak/Juknis kegiatan tanaman pangan dan hortikultura 

e Mclakukan kcgiatan pcngamatan, pcramalan OPT dan 

penyebarluasan informasi OPT dan DP] 

d. Melakukan persiapan pengendalian OPT dan DP 

e. Melaksanakan pengendalian OPT dan bimbingan pengendalian Dp 

f. Melaksanakan bimbingan pengendalian OPT dan DPI 

g. Melaksanakan analisa dan evaluasi hasil pengendalian OPT dan DI 

h. Melaksanakan pengembangan metode pengamatan dan peramalan 

OPT spesifikasi lokasi 

i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan rugasnya 

4. Seksi Pengujian Pupuk Pestisida dan Identifikasi OPT 

a. Melakukan penyiapan sampel produk pertanian dan formulasi 

pestisida baik dari luar maupun dari dalam; 

b. Melakukan pcngujian keamanan produk pertanian; 

c. Melaksanakan pengembangan teknik dan metode pemeriksaan dan 

pengujian mutu hasil pertanian; 

d. Melaksanakan pelayanan pemeriksaan dan pengujian mutu produk 

pertanian; 

c. Mclaksanakan monitoring dan surveillans mutu produk pertanian 

dan mutu formulasi pestisida, 

f Mendignosa pemeriksaan samnpel tanaman serta merekomendasikan 

pengendalian; 

g. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi, pengamatan, 

peramalan, dan pengendalian OPT berdasarkan sistem PHT; 

h. Mclaksanakan tugas lain sesuai dengan arahan Kepala UPT dan 

Kepala Dinas 



4. Struktur Organisasi BLUD 

Stuktur organisasi BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 

2018 tanggal 27 Agustus 2018 scbagai berikut: 

1 Gubermur Provinsi Riau 

Gubernur adalah Gubernur Provinsi Rau adalah Jabatan ex officio yang 

mnewakili Pemerintah Provinsl Riau sclaku pemilik Dinas Pangan 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dan UPT Perlindungan 

Tanaman Pangan dan Hortikultura 

2 Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura, 

Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Kepala 

Dimas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau yang 

berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Riau melalui 

Sekretaris Daerah Provinsi Riau yang bertanging jawab alas 

pclaksanaan kewenangan pemerintah dalam bidang Pangan Tanaman 

Pangan dan Hortikultura. 

3 Kepala BPKAD 

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan yang 

mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi 

penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang 

keuangan 

4 Pejabat Pengelola 

Bertanggung jawab terhadap kinerja umumn operasional, pelaksanaan 

kebijakan, fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pembcrian layanan 

Pejabat Pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian 

layanan umum terutama pada aspck manfaat yang dihasilkan. Pejabat 

pongelola bertanggung jawab terhadap kincrja umum operasional, 

pelaksanaan kcbijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam 

pemberian layanan. Pejabat Pengelola terdiri dari 

a. Pemimpin 

Sebagai Pemimpin BLUD adalah Kepala UPT Per[indungan Tanaman 

Pangan dan lHortikultura Pemimpin BLUD mempunyai fungsi 

sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan. 

emimpin juga bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran. 

b. Pejabat Keuangan 

Scbagai pejabat keuangan dipegang oleh Kepala Sub Bagian 

TataUsaha UT perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura. 
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Pejabat keuangan mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab 

kcuangan. 

c. Pejabat Teknis 

Pestisida dan Identifikasi OPT. Pejabat teknis sebagai penanggung 

jawab kegiatan tcknis operasional dan pelayanan dibidangnya. 

5 Satuan Pengawas Internal (SPI 

Satuan Pengawas Internal dibentuk untuk pengawasan dan 

pengendalian internal terhadap kinerja pclayanan keuangan dan 

pengaruh lingkungan social dalam penyelenggaraan praktck bisnis yang 

sehat. Satuan pengawas internal berkedudukan dibawah pemimpin 

BLUD.Satuan pengawasan intern merupakan aparat pengawasan 

keuangan dan operasional Laboratorium UT Perlindungan Tanaman 

Pangan dan Hortikultura yang bertanggung jawab kepada pemimpin 

BLUD /Kcpala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 

Riau. 

6 Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional 

bidang laboratorium yang ditetapkan berdasarkan peraturan 

perundangan dan tunduk pada aturan profesi Kclompok jabatan 

fuangsional bertanggung jawab kcpada Pimpinan BLUD. 
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STRUKTUR BLUD 

UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 

DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 

PROVINS! RIAU 

Guberur 

I 

• • •  f  'angan tan lortikultura 

�-�-� �------� 

I 
Pemimpin B L. U D  

------------------,  (KepalaUT 

BPKAD 

Saluan Pengawas Internal ·l 
Jabatan Fungsional 

J J 

Pejabat Teknis Pejabat Keuangan 

4 

Laboratorium 

Pestsida 

+ 
LPHP 

l 
Keuangan/Perlengkapan/SDM 

5. Uraian Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Pengelola BLUD 

a. Tugas: 

1. Gubemur 

Selaku pemilik mempunyai tugas antara lain sebagai berikut 

a. Melakukan pembinaan kepada Laboratorium UPT Perlindungan 

Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan memberikan kuasa 

kepada Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pangan Tanaman 

Pangan dan Hortikultura dan/atau pejabat lain yang ditunjuk. 

b. Menjaga tujuan pendirian Laboratorium tetap terlaksana dan 

memberikan manfaat yang semaksimal mungkin bagi negara dan 

dacrah untuk kcpcntingan peningkatan kcscjahteraan rakyat 

e. Membentuk dan mengangkat Komite Pengawas Laboratorium jika 

diperlukan 
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g Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan 

oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas 

pengawasan internal, serta menyampaikan dan mnempertang8ung 

jawabkan kinerja opcrasional serta keuangan BLUD kepada 

kepala daerah 

h. Tugas lainnya yang ditctapkan oleh kepala daerah sesuai dengan 

kewenangannya. 

5. Pejabat Keuangan 

Pejabat Keuangan dijabat olch Kasubbag Tata Usaha. Tugas Pejabat 

Keuangan adalah : 

a. Merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan 

b. Mengkoordinasikan penyusunan RBA 

c Menyiapkan DPA 

d. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja 

e. Menyelenggarakan pengelolaan kas 

f. Melakukan pengelolaan utang piutang dan investasi 

g. Menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang 

bcrada dibawah penguasaannya 

h. Menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan 

Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan 

j. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kopala dacrah dan/atau 

pemimpin sesuai dengan kewenangannya 

6. Pejabat Teknis 

Tugas Pcjabat Teknis antara lain : 

a. Menyustun perencanaan kegiatan teknis operasional dan 

pelayanan dibidangnya 

b. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai 

dengan RBA 

c. Memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan 

pelayanan dibidangnya 

d. Tugas lainnya yang ditetapkan olch kepala dacrah dan/atau 

pemimpin scsuai dengan kewenangannya 

7. Satuan Pengawasan Internal (SPIN 

Tugas Satuan Pengawas Internal, membantu manajemen untuk: 

a. Pengamanan harta kekayaan, 

b. Menciptakan akurasi sistim informasi keuangan 

17 



c. Menciptakan efisiensi dan produktivitas 

d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manjemen dalam Praktek 

Bisnis Yang Sehat 

8. Jabatan Fungsional 

Mem punyai tugas sebagai berikut 

a. Memastikan kelancaran penguajian di laboratorium dan 

bertanggung jawab terhadap perawatan dan kalibrasi pcralatan di 

laboratorium terkat 

b. Bersama Pejabat Teknis dan Analis terkait menyusun 

perencanaan kebutuhan reagensia, alat dan bahan habis pakai 

lainnya 

c. Memastikan terhadap kcabsahan hasi uji 

d. Memverifikasi dan Menandatangani Laporan Hasil Uji (LHU). 

e. Menangani tindak lanjut atas keluhan customer 

f. Mengelola sampel, termasuk pemusnahan sampel. 

g. Melakukan uji profisiensi/uji banding antar laboratorium 

h. Memastikan pemenuhan persyaratan kondisi dan akomodasi 

lingkungan pengujian sesuai kebutuhan. 

b. Fungsi dan Tanggung Jawab 

Pemimpin BLUD mempunyai fungsi scbagai penanggung jawab umum 

operasional dan keuangan. Pejabat Keuangan berfungsi sebagai 

penanggung jawab keuangan, dan Pejabat Teknismempunyai fungsi 

sebagai penanggng jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di 

bidangnya. Satuan Pengawas Internal berfungsi untuk membantu 

manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis yang Sehat. Jabatan 

Fungsional berfungsi membantu pemimpinan BLUD untuk peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan koordinasi dalam 

penyelesaian pelayanan. 

6. Hubungan Kerja dan Kewenangan 

Setiap bagian UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Provinsi Riau pada struktur organisasi harus memiliki komitmen, aturan main, 

serta praktek penyelenggaraan pelayanan secara sehat dan beretika guna 

mewujudkan nilai UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 

Riau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan 
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stakeholders serta berlandaskan pada pcraturan perundangan yang berlaku dan 

nilai-nilai etika 

Gubernur scbagai Pcnanggang jawab kebijaan penyelenggaraan pelayanan 

umum, melakukan pembinaan kepada UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura dengan memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau 

mclalui Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. 

Kcpala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan 

Pembina Teknis BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi 

naschat kepada pejabat pengelola, serta memberi saran dan masukan kepada 

Gubernur menyangkut pengelolaan dan pengurusan Laboratorium UT 

Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan 

kepengurusan DLUD yang berkaitan urusan pemerintahan dan memonitor tindak 

lanjut hasil evaluasi penilaian dan penilaian kinerja 

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan Pembina 

Kcuangan yang mempunyai tugas mclaksanakan pengelolaan APD dan 

bertindak sebagai Bendahara 

mum Daerah dan melakukan pemantauan, evaluasi dalam 

keuangan BLUD. 

Pemimpin BLUD bertanggung jawab atas pengelolaan Laboratorium UpT 

Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura. Pemimpin BLUD bertanggung 

jawab kepada Gubernur/Kepala Dinas Dinas Pangan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provins Riau melalui Sekretans Daerah Provinsi Riau dan Dinas 

Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. Pejabat 

Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggungiawab kepada Pemimpin BLUD sesuai 

bidang tanggung jawab masing-masing. Satuan Pengawasan Internal (SPIJ 

merupakan aparat yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan 

pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan dan keuangan 

Satuan Pengawasuan Internal (SPI) merupakan aparat yang bertugas untuk 

mclakukan pcngawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan 

dan keuangan.Satuan Pengawas Internal berkedudukan langsung dibawah 

pemimpin BLUD 

Jabatan fungsional UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 

membantu pemimpin BLUD untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat 

dengan melakukan koordinasi dalam penyelesaian pelayanan. Untuk 

mewujudkan UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang tertib 

dalam tata kelola klinis (Clinical Governance]. 
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c. BAB III PROSEDUR KERJA 

Prosedur kerja mcrupakan setiap proses pengelolaan material dan 

pelayanan telah didokumentasikan dalam Dokumen Sistem Mutu Laboratorium 

UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura. Sistem Mutu merupakan 

acuan bagi secluruh staf Laboratorium UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura dalam melaksanakan pekerjaan. Acuan pclaksanaan pckerjaan 

mcrupakan bagian penting delam pengelolaan Laboratorium dan diharapkan 

merupakan suatu standar baku dalam proses bisnis Laboratorium schingga 

pelayanan kepada seluruh pengguna dapat mencapai standar yang diinginkan. 

Dokumen Sistem Mutu Laboratorium UPT Perlindungan Tanaman Pangan 

dan Hortikultura dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat baik 

pelayanan mnanajemen maupun pelayanan teknis telah ditetapkan oleh Kepala 

UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Dokumen Sistem Mutu ini telah didokumentasikan, disosialisasikan dan 

diimplementasikan di setiap unit kerja. Dengan adanya Dokumen Sistem Mutu 

ini diharapkan pelaksanaan atau proses kinerja dan layanan pada setiap unit 

kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan standar mutu. Dengan 

prosedur kerja ini pula dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan dan 

hasil kinerja dan setiap proses kinerja. 

Dokumen Sistem Mutu terdiri dari klausul Manajemen dan Klasul Tekris 

yang harus diterapkan di Laboratorium Pengujian UPT Perlindungan tanaman 

Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sebagai Laboratorium yang terakreditasi, 

SOP yang tclah ditctapkan sccara ringkas uraiannya scbagai berikut: 

A. Pelayanan Manajemen 

Prosedur Pelayanan ini terdiri dari 

1. Prosedur pelayanan umum dan kepegawaian 

adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang 

dibukukan mcngenai berbagal proses penyelenggaraan, waktu 

pelaksanaan, tempat penyelenggaraan dan petugas yang berperan dalam 

egiatan tersebut. Sebagai suatu aturan, regulasi dan kebijakan yang 

secara terus menerus menjamin perilaku yang benar bagi seluruh 

pegawan. 
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2. Prosedur Pelayanan Keuangan 

Prosedur penatausahaan dan akuntansi pendapatan BLUD 

Laboratorium Pengujian UPT.Perlindungan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura. 

Prosedur penatausahaan keuangan dan akuntansi belanja DLUD 

Laboratorium Pengujian UPT.Perlindungan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura 

I. Jasa Pelayanan 

2. Hibah 

3 APBD 

4. APBN 

5. Lain pendapatan yang sah 

3. Prosedur perencanaan mehiputi 

a Perencanaan SDM 

b. Perencanaan Peralatan 

c. Perencanaan Sarana Kesehatan Lainnya 

d. Perencaan Diklat 

4 Prosedur Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laboratoriumn 

Prosedur pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan tindakan 

pemeliharaan atau perbaikan terhadap sarana dan prasarana 

Laboratorium sesuai jadwal yang telah ditetapkan atau berdasarkan 

laporan dari user, baik dilakukan sendiri atau oleh pihak lain dan 

pebuatan Laporan penyelesaian pekerjaan 

5. Prosedur Pengadaan barang dan jasa 

Prosedur pengadaan barang dan jasa mengarahkan tata cara pengadaan 

barang dan jasa, baik barang habis pakai maupun barang yang bersifat 

aset tetap. 

B. Pelayanan Pengujian 

I Pelayanan Pengujian di Laboratorium Pengujian Pestisida dan 

Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit Tanaman/Agens Hayati 

Standar Pelayanan Laboratorium terdiri atas: 

I) Standar Pelayanan Penerimaan Contoh sebagai panduan bagi 

petugas laboratorium untuk memulai kegiatan Penerimaan Contoh 

sampai penyerahan hasil uji, 

2) Standar Pelayanan Pembayaran untuk memberikan tata laksana 

yang tepat pada pcrmintaan pengujian dan retribusi pelayanan 

pengujian diterima pembayaran sesuai dengan prosedur 



3) Prosedur Pengujian 

Prosedur dalam pengujian meliputi semua prosedur yang 

digunakan dalarm melakukan pengujian contoh uji yang diterima 

dari customer/pelanggan yang tertuang dalam Instruksi Kerja 

Pengujian 

4) Prosedur Penyampaian Hasil 

Hasil pengujian laboratorium adalah suatu konfirmasi yang 

dilakukan dengan menyediakan bukti yang objectif yang 

mcnunjukan bahwa pcrsyaratan tclah tcrpcnuhi. Dilaksanakan 

sccara berijcnjang mulai dari tim tcknis, administrasi dan 

penanggung jawab hingga sampai ke pelanggan. 

d. BAB IV PENGELOMPOKAN FUNGSI 

Pengelompokan fungsi menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional 

antara fungsi pelayanan pengujian laboratorium dan fungsi pendukung yang 

sesuai dengan prinsip pengendaiian internal dalam rangka efektiftas pencapaian 

tuuan organ1sast 

Dari uraian struktur organisasi UT Perlindungan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi Riau beserta uraian tugasnya, dapat disimpulkan bahwa 

organisasi UP Perlindungan Tanaran Pangan dan Hortikultura 

dikelompokkan sesuai dengan fungsi yang logis sebagai berikut 

1) Telah dilakukan pemisahan fungsi yang tegas antara Kepala UT 

Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kasubbag Tata Usaha, 

Kepaia Scksi Pengujian Pupuk Pestisida dan Identifikasi OPT dan Kepala 

Seksi Perlindungan Tanaman 

2) Telah dilakukan pemisahan antara fungsi pelayanan yang dilakukan oleh 

Laboratorium Pestisida dan Laboratorium Pengamatan Hama dan 

Penyakit/Agens Hayati dengan fungsi pendukung yairu Kasubbag Tata Usnha 

3) Adanya pembagian tugas pokok dan kewenangan yang jelas untuk masing­ 

mnasing fungsi dalam organisasi terscbut diatas 

Sistem pengendaiian internal telah cukup memadai hal ini antara lain 

tercermin dari adanya kebijakan dan prosedur yang membantu sctiap unit 

organisasi dala UPT pelindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 
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Riau untuk mclaksanakan kewajibannya dan menjamin bahwa tindakan 

pengendalian telah diiakukan untuk mengatasi risiko yang dihadapi dalam 

mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Kegiatan pengendalian tersebut 

termasuk scrangkaian kegiatan seperti pembagian kewenangan, otorisasi, 

verifikasi rekonsiliasi, peniiaian terhadap prestasi kerja, pembagian tugas, serta 

pengamanan terhadap aset organisasi 

Sclanjutnya dapat dijclaskan bahwa fungsi-fungsi di UPT Perlindungan 

Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai berikut: 

I Fungsi Pelayanan 

Yang termasuk dalam fungsi pclayanan adalah pengujian Laboratorium 

Pestsida dan Pengamatan lama penyakit yang terdiri dari 

a. Pengujian Mutu Formulasi Pestisida terdiri dari 

Pengujian Berat Jenis 
Pengujian pH 

GLfosat 

Paraquat diklorida 

KIorfirifog 

Profenofos 

Diazinon 

Karbofuran 

Dimethoat 

Sipermetrin 

Deltamerin 

Lambda sihalotrin 

Alfa Sipermetrin 

Permetn 

Siflutrin 

dI 

b. Pengujian Mutu Produk Pertanian: buah-buahan, sayuran dan 

kentang (rcsidu pestisida) terdiri dari 

Golongan organoklor 

Golongan organophospat 

Golongan pyretroid 

Golongan karbamat 

c. Pengujian Mutu Produk pertanian Nut, biji serealia, kacang polong, 

biji berminyak, biji-bijian dari daerah tropik, buah kering dan 

bawang putih (residu pestisida) yang terdiri dari 



• Golongan organoklor 

• Golongan organophospat 

Golongan pyretroid 

• Golongan karbamat 

• Pengujian Mutu Produk Pertanian bumbu dan rempah (residu 

pestisida) yang terdiri dari 

Golongan organoklor 

• Golongan organophospat 

Golongan pyretroid 

• Golongan karbamat 

e. Pengujian Mutu APH (Agens Pengandalian Hayati) 

f Perbanyaka APH 

g. Diagnosa Hama Penyakit Tanaman 

2. Fungsi Pendukung 

Sebagai fungsi pendukung untuk menunjang fungsi pelayanan dalam 

rangka efektifitas adalah sebagai berikut : 

Fungsi Pelayanan Administrasi meliputi, 

Administrasi keuangan dan aset 

Administrasi umum dan kepegawaian 

Administrasi pcrcncanaan dan monitoring serta evaluasi 

e. BAB V PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA 

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) merupakan pengaturan dan 

pengambilan kebijakan yang jelas terarah dan berkcsinambungan mengenai 

sumber daya manusia pada suatu organisasi dalam rangka mcmenuhi 

kebutuhannya baik pada jumlah maupun kualitas yang paling menguntungkan 

sehingga organisasi dapat mcncapar Iujuan secara efsien, cfcktf, dan ekonomis, 

Sumber daya manusia perlu dikelola secara cermat mulai dari saat penerimaan, 

selamna aktif bekerja maupun setelah purna tugas 

I. Kebijakan mum 

Proses pengeiolaan SDM secara keseluruhan didasarkan pada periakuan 

yang adil, terbuka dan bebas dari nepotisme. UPT Perlindungan Tanaman Pangan 

dan Hortikultura Provinsi Riau dapat melakukan rekrutmen, mempertahankan 

dan mcngembangkan sumber daya manusia sejalan dengan kebutuhan, kualitas 
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dan kualifikasi dengan kemampuan keuangan Up Perlindungan Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. 

Perencanaan sumber daya manusia didasarkan pada tugas pokok dan 

fungsi UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dalam 

rangka menunjang tugas umum pemermntahan dan pembangunan di bidang 

pelayanan keschatan masyarakat 

II. Pengelolaan SDM 

Pengelolaan SDM UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Provinsi Riau mencakup kegiatan:an, Pengadaan SDM, Persyaratan, 

Pengangkatan, penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak dan Kewajiban, Sistem 

reward and punishment penerimaan pgawai, ponempatan, sistem remuneras1, 

jenjang karir, pembinaan termasuk sistem reward and punishment dan 

pemutusan hubungan kerja Dalam pengelolaan SDM, yaitu 

A. Pengadaaan Sumber Daya Manuasia 

1) Sub Bagian Tata Usaha dengan bidang-bidang yang terkait melakukan 

perencanaan sumber daya manusia berdasarkan anahisa bcban kerja 

dengan mnengacu kepada rencana strategis dan perkembangan organisasi 

dengan menjunjung prinsip profesionalismne. 

2) Dalam perencanaan SDM memperhatikan hasil analisis beban kerja, 

anggaran dan kemampuan organisasi maupun pegawai 

3) Prosedur pengadaan pegawai dilakukan sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 Tentang 

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 1 1  Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000. 

B. Persyaratan Sumber Daya Manuasia 

Persyaratan SDM dalam pengelolaan UPT per[indungan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura mcrupakan pegawai yang bertanggung jawab terhadap kinerja 

umum, operasional, dalam pemberian layanan serta menyelenggarakan 

kegiatan untuk mendukung kinerja UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan 
Hortkultura. 

Persyaratan yang harus dimiliki adalah kompctcnsi yang sesuai dengan 
formasi untuk meningkatkan kualitas UPT Perlindungan Tanaman Pangan 
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dan Hortikultura maka diperlukan kompetensi yang kompeten Syarat 

kompetensi untuk: 

I. Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provins1 

Rau 

a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuahan Yang Maha Esa 

b. Mempunyai kemampuan di bidang Perlindungan Tanaman Pangan 

dan Hortikultura dan memahami Manajemen Laboratorium Penguian 

c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan 

sehat dari dokter independen 

d. Mampu memimpin, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi 

kegiatan UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Provinsi Riau dengan seksama 

e. Mampu melakukan pengendalian terhadap tugas dan kegiatan UPT 

Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau 

sedemikian rupa sehingga dapat berjalan sccara lancar dan 

berkelanjutan 

f. Cakap menyusun kebijakan strategis UPT Perlindungan Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Provinsl Riau dalam meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat 

g. Bersedia dicalonkan dan mencalonkan diri menjadi Kepala UPT 

Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sccara 

tertulis 

h. Memiliki visi, misi, dan program yang jelas dan dapat diterapkan. 

2. Kepala Subbag Tata Usaha selaku Pejabat Keuangan 

Standar kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat menjadi Kpala 

Subbag Tata Usaha/Pejabat Keuangan di UPT Perlindungan Tanaman 

Pangan dan Hortikultura adalah sebagai berikut 

a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

b. Berijazah serendah-rendahnya Strata Satu (S-1) Bidang Administrasi 

(Ekonomi/Sosial) 

c. Berstatus PNS aktif pada saat diangkat menjadi Kepala SubBag Tata 

Usa ha 

d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat ketcrangan 

schat dari dokter independen 

e. Mampu memimpin, membina, Iengkoordinasikan dan mcngawasi 

kegiatan Up Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 

dengan seksama 
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f. Mampu melakukan pengendalian terhadap tugas dan kegiatan 

Laboratorium sedemikian rupa sehingga dapat berjalan secara lanear 

dan berkelanjutan 

g. Cakap menyusun kcbijakan strategis Laboratorium UPT Perlindungan 

Tana.man Pangan dan Hortikultura dalam meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat 

h. Memiliki visi, misi, dan program yang jelas dan dapat diterapkan 

diantaranya meliputi : 

e Peningkatan kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia insan rumah 

sakit 

e Penciptaan suasana Laboratorium yang asri, aman, dan iimiah 

e Peningkatan kualitas tenaga medis, paramedis dan non medis 

Laboratorium 

e Pelaksanaan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas program 

i. Cakap meiaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

sesuai dengan peraturan peruandang-undangan yang berlaku 

dalam Laboratorium strategis kebijakan 

3. Kepala Seksi Pengujian Pupuk Pestisida dan Identifikasi OPT 

Standar kompctensi yang dibutuhkan untuk dapat menjadi Kasie 'Pejabat 

Teknis di UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah 

scbagabcrikut 

a. Berijazah screndah-rendahnya Strata Satu (S-1) Bidang Pertanian 

atau ilmu Hayat 

b. Berstatus PNS aktif pada saat diangkat menjadi Kepala Seksi 

c Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan 

schat dari dokter independen 

d. Mampu memimpin, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi 

kegiatan Laboratorium UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura dengan seksama 

c. Mampu melakukan pengendalian terhadap tugas dan kegiatan 

Laboratorium sedemikian rupa schingga dapat berjalan secara lancar 

dan berkelanjutan 

f. Cakap menyusun 

meningkatkan pclayaan pada masyarakat 

g. Memiliki visi, misi, dan program yang jelas dan dapat diterapkan 

iantaranya meliputi: 
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Peningkatan kreativitas, prostasi, dan akhlak mulia insan 

la boratorium 

• Penciptaan suasana Laboratorium yang asri, aman, dan ilmiah 

e Peningkatan kualitas tenaga analis Laboratorium 

e Pelaksanaan efektivitas. efisiensi, dan akuntabilitas program 

4. Jabatan Fungsional Tertentu 

Standar kompetensi (kuaiifikasi) yang dibutuhkan untuk dapat menjadi 

Pejabat Fungsioanl Laboratorium sebagai berikut: 

a. Sehat jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan 

shat dari dokter independen 

b. Berijazah D3/S1 Analis, Kimia, Pertanian 

c. Berstatus PNS akuf; 

d. Marnpu membantu mengelola Laboratorium untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat meliputi bidang kimia dan biologi 

e. Memberikan masukan kepada Kepala Laboraorium untuk menyusun 

standar pelayanan dan memantau melaksanakannya 

f Mampu melakukan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan 

profesi dan mengembangkan program pendidikan dan latihan 

g. Mempunyai scrtifikat analis 

5. Tenaga Kerja Kontrak 

Tenaga Kerja Kontrak yang dipekerjakan pada UPT Perlindungan 

Tanaman Pangan dan Hortikultura diangkat berdasarkan SK epala 

Das Kecschatan Provinsi Riau 

C. Pengangkatan 

1 Jumlah dan susunan pangkat pegawai yang diperlukan UPT Perlindungan 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau ditctapkan dalam 

formasi untuk jangka waktu tertentu bcrdasarkan jenis sifat dan beban 

kerja yang harus dilaksanakan. 

2. Formasi pegawai ditetapkan oleh Gubernur untuk setiap tahun anggaran 

atlas usul Kepala Up Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Provinsi Riau setelah mendapat pertimbangan Dinas Keschatan Provinsi 

Pengadaan pegawai dilakukan untuk mengisi formasi tersebut 
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D. Penempatan 

Penempatan pegawai dilakukan berdasarkan pertimbangan ketersediaan 

formasi dan kompetensi yang dipersyaratkan sesuai dengan yang 

dibutuhkan pada UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura. 

E. Masa Kerja dan Batas Usia 

Batas Usia untuk Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Kcputusan Kepala 

Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 tahun 2020 tentang Petunjuk teknis 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 

Batas Usia Pensiun untuk PNS adalah umur 58 tahun untuk pejabat 

administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli perama, 

dan pejabat fungsional keterarpilan. Usia 60 tabun bagi pcjabat pimpinan 

tinggi dan pejabat fungsional madya serta 65 tahun bagi PNS yang 

memangku pejabat fungsional ahli utama. Masa kerja dari PNS ditentukan 

dari usia pengangkatan CPNS sampai batas usia Pensiun 

F. Hak dan Kewajiban 

Setiap Pegawai Negeri Sipil mempunyai hak dan kewajiban antara lain 

I. Hak 

a. Mendapatkan gaji dan upah 

b. Mendapatkan hak cuti 

c. Mendapatkan santunan kematian 

d. Mendapatkan kesejahteraan 

e. Mendapatkan jaminan kesehatan 

2. Kewajiban 

Adapun kewajiban yang haruas dipenuhi : 

a. Mengucapkan sumpah dan janji PNS 

b. Mengucapkan sumpah dan janji Jabatan 

c. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang RI 

Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah 

d. Menaati segala ketenruan peraturan perundang- undangan 

e. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan 

penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab 

f. Menjunjung tinggi kchormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS 

g. Mengutamakan Kepentingan negara diatas pentingan sendiri dan 

golongan 



h. Memcgang rahasia jabatan yang menurut silat atau pcrintah harus 

drahasiakan 

i. Bekerja dengan jujur tertib, cermat,dan bersemangat untuk 

kepentingan negara 

j. Melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal 

yang membahayakan atau merugikan negara, atau pemerintah 

terutama keamanan, keuangan dan materil 

Sctiap Pegawai Kontrak mempunyai hak dan kewajban antara lain : 

1 Hak: 

a.Upah 

b. Dapat melakukan perjalanan dinas dalam/keluar daerah sesua 

kcbutuhan Dinas Pangan Tanauan Pangan dan Hortikultura Provinsi 

Riau dan peraturan perundang-undangan, darn 

c. Mendapatkan cuti sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja. 

2. Kewajiban 

a. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun1945, 

Negara dan emerintah, 

b. Mengutamakan kcpcntingan Negara diatas kepentingan golongan atau 

pribadi; 

c. Menjunjungtinggi kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah; 

d. Menyimpan rahasia Negara dan rahasia jabatan dengan sebaik­ 

baiknya; 

e. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh 

pengabdian dan tanggungjawab; 

f. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan 

Negara, 

g. Mentaati scgala ketentuan peraturan perundang-undangan, 

h. Mentaati ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan Dinas 

Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, 

i. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik; 

j. Menggunakan dan memelihara barang-barang milk negara dengan 

sebaik baiknya, 

k. Memberikan pelayanan scbaik-baiknya kepada masyarakat 
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3. Larangan: 

a. Menyalah gunakan wewenang, 

b. Menjadi pcrantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau 

orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain, 

c. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewa ata 

merinjarkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, 

dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, 

d. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga 

yang berhubungan dengan jabatandan/atau pekerjaannya, 

e. Tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau 

mempersulit salah satu pihak yang dilayani schingga mengakibatkan 

kerugian bagi yang dilayani;dan 

f. Melakukan suatu tindakan korupsi, kolusidan nepotisme 

G Sistem Reward dan Punishment 

Pembinaan pegawai diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas 

pokok dan fungsi UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Provinsi Riau dalam rangka menunjang taigas umum pemerintahan dan 

pembangunan 

Pembinaan pegawai dilaksanakan berdasarkan sistem karier dan sistem 

prostasi kerja. egawai yang telah menunjukkan kesetiaan atau berjasa 

terhadap UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau 

atau yang telah menunjukkan prestasi korja yang luar biasa, jujur dan taat 

tcrhadap tuagas kewajibannya dapat diberikan pcnghargaan. 

epala UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 

Riau memberikan hukuman disiplin secara berjenjang atas segala 

pclanggaran disiplin. Mekanisme pemberian hukuman diatur dalam pasal 9 

s/d pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 

2010 serta peraturan/Perundang-undangan lainnya yang berlaku. 

UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau 

menerapkan sistem penggajian dan 

kescjahteraan kepada Pejabat Pengelola 
pemberian tunjangan serta 

dan pegawai UPT Perlindungan 

Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang­ 

undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, 
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H Pemberhentian 

Penetapan keputusan pemberhentian PNS dan atau pemberian pensiun 

PNS paling lama I ( satu) Dulan scbelum PNS mencapai batas usia pensiun 

dan berlaku sejak akhir bulan PNS yang bersangkutan mencapai batas usia 

pensun 

Adapun regulasi dari pengclolaan sumber daya manusia merujuk 

kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 Tahun 

2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Tcknis 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 

Pemutusan masa pelaksanaan kontrak selesai apabila. 

a, Tidak mentaati ketcntuan kewajiban dan larangan; 

b. Tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari kerja tanpa keterangan secara 

akumulasi selama I (satu) bulan, 

c. Tidak masuk kerja lebih dari 3 (tiga) bulan bagi yang mengalami 

kecelakaan kerja, 

d. Terlambat masuk kerja, pulang cepat dan/ atau meninggalkan 

tugas/kKantor padajam kerja yang perhitungannya sama dengan tidak 

masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja tanpa alasan; 

e. Melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan/atau 

barang milk Negara; 

f. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan schingga 

merugikan Negara, 

g. Meminum minuman keras yang memabukkan, perjuadian, memakai dan/ 

atau mcngedarkan narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya di 

dalam maupun di luar lingkungan Dinas Pangan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi Riau; 

h. Melakukan perbuatan asusila, menjadi istri atau suami kedua dari 

perkawinan yang tidak sah secara Negara didalam maupun dilar 

Lingkungan Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 

Riau; 

• Menyerang, menganiaya, mengancamatau mengintimidasi teman sekerja 

atau atasan di dalam maupun di luar lingkungan kerja; 

j. Membujuk teman sckerja atau atasan untuk melakukan perbuatan yang 

bertentangan dengan peraturan, 
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k. Dengan ceroboh atau Sengaja merusak atau membiarkan dalam 

keadaan bahaya barang milik negara yang menimbulkan kerugian bagi 

Negara; 

1. Membongkar atau membocorkan rahasia negara yang seharusnya 

dirahasiakan kecuali untuk kopentingan Negara, 

m. Melakukan tindak pidana dan berstatus sebagai tersanga, 

n. Menerima gratifikasi; dan 

o. Pemberhentian Penetapan keputusan pemberhentian PNS dan atau 

pemberian pensiun PNS paling lama (satu) bulan sebelum PNS 

mencapai batas usia pensiun dan berlaku sejak akhir bulan PNS yang 

bcrsangkutan mencapai batas usia pensiun. 

Adapun regulasi dari pengclolaan sumber daya manusia merujuk 

kcpada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 Tahun 

2021 tentang Pongadaan Pcgawai Negeri Sipil dan Kcputusan Kcpala Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 

f. BAB VI POLA TATA KELOLA KEUANGAN 

1. Struktur Anggaran BLUD 

Struktur anggaran BLUD, terdiri atas: 

a. Pendapatan BLUD 

Pendapatan BLUD bersumber dari 

jasa layanan, 

Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan berupa 

imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada 

masyarakat 

• hibah, 

Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah dapat berupa hibah 

terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau 

badan lain. hibah terikat digunakan sesuai dengan tujuan 

pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras 

dengan tujuan BLUD scbagaimana tercantum dalam naskah 

perjanjian hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain. 

• APBD, 

Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD berupa pendapatan 

yang herasal dari DPA APBD, 



• lain-lain pendapatan B3LUD yang sah, 

Lain-lain pendapatan BLUD yang sh sebagaimana meliputi jasa, 

giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah 

terhadap matauang asing; komisi, potongan ataupun bentuk lain 

sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang 

dan/atau jasa oleh BLUD; investasi; dan pengembangan usaha 

Pengembangan usaha dapat dilakukan melalui pembentukan unit 

usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Unit usaha 

scbagaimana dimaksud ini merupakan bagian dari BLUD yang 

bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan 

sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD. Pendapaian 

BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai 

REA, kecuali yang berasal dari hibah terikat. Pendapatan BLUD 

dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD 

b. Belanja BLUD 

Bclanja BLUD terdiri atas. 

a. belanja operasi; 

Belanja operasi mencakup scluruh belanja BLUD untuk 

menjalankan tugas dan fungsi bclanja operasi ini meliputi belanja 

pegawai, belanja barang dan jasa,belanja bunga dan belanja lainnya 

• belanja modal 

sedangkan belanja modal mencakup seluruh belanja BLUD untuk 

perolchan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih 

dari 12 (dua beias) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD 

Seperti belanja modal berupa belanja tanah, belanja peralatan dan 

mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan 

Jar1ngan dan belanja aset tetap lainnya 

c Perbiayaan BLUD 

Pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterirna kembali, baik pada 

tahuan anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran 
berikutnya. 
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Pembiayaan BLUD terdiri atas: 

1. Peneriraan pembiayaan, 

Penerimaan pembiayaan meliputi: 

sisa lebih perhitungari anggaran tahun anggaran sebelumnya; 

divestast; dan 

• penerimaan utang/pinjaman 

2 Pengeluaran pembiayaan 

Pengeluaran pembiayaan meliputi 

investasi, damn 

pembayaran pokok utang /pinjaman. 

2. Perencanaan dan Penganggaran BLUD 

UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pangan 

Tanaman Pangan dan Hortikultura monerapkan BLUD dengan Menyusun 

RBA yang mengacu pada Renstra, RBA disusun berdasarkan: 

a. anggaran berbasis kinerja, 
Anggaran berbasis kinerja merupakan analisis kegiatan yang berorientasi 

pada pencapaian out put dengan penggunaan sumber daya seara efisien. 

b. standar satuan harga; 
Standar satuan harga merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa 

yang berlaku disuatu daerah. Jika BLUD belum menyusun standar satuan 

harga maka BLUD menggunakan standar satlrurn harga yang ditetapkan 

oleh Keputusan Kcpala Daerah 

c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan 

diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil 

kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, ABD, dan 

sumber pendapatan BLUD lainnya. Kebutuhan bclanja dan kemampuan 

pendapatan merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi 

dan belanja modal. 

RBA menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase 

ambang batas tertr:ntu dan disertai dengan standar pelayanan minimal, 

RBA reliputi; 

a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan, 
Rngkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan merupakan 

ringkasan pendapataa, belanja dan pembiayaan 

b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan, Rincian 
anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan morupakan rencana 
anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam 



satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan 
pembiayaan. 
perkiraan harga; 
Perkiraan harga merupakan estirnasi harga jual produk barang 
dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan 
tmngkat margin yang ditentukan seperti tercermirn dari Tarif Layanan. 

d. besaran persentase ambang batas; 
Besaran persentasc ambang batas mcrupakan besaran persentase 

perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang 

diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi 
kegiatan operasional BLUD. 

perkiraan maju atau forward estimate 
Perkiraan maju merupakan perhitungan keburuhan dana untuk 

tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna 

memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah 

disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya 

Pendapatan BLUD diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA 

SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok 

pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah 

dengan obyek pendapatan dari BLUD 

Belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD 

diintegrasikan/dikonsolidasikan kc dalam RKA SKPD pada akun bclanja 

daerah yang selanjutnya dirinci dalam I (satu] program, I (satu) kegiatan, I 

(saiu) output dan jenis belanja. Belanja BLUD dalokasikan unruk 

membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pclayanan dan 

pendukung pelayanan. 

Pembiayaan BLUD diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RA 

SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan 

pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah sclaku Bendahara Umum 

Daerah 

BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sepanjang tidak 

melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya 

disampaikan kepada PPD. Rincian belanja dicantumkan dalam RBA 

RBA diintegrasikan/dikonsolidasikan dan melupakan kesatuan dari 

RKA. RKA besorta RBA disamnpaikan kepada PPKD sebagai bahan 

penyusunan rancangan peraturan daerah tentang AP8D 

PPKD menyampaikan RKA beserta RA kepada tin anggeran 

pernerintah dacrah untuk dilakukan peneiaahan. Hasil penclaahan antara 

36 



lain digunakan scbagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk 
BLUD. 

Tim anggaran pemerintah daerah menyampaikan kembali RKA 

bescrta RBA yang telah dilakukan penelaahan kepada PPD untuk 
dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang 

sclanjutnya ditetapkan mcnjadi Peraturan Dacrah tentang APD. Tahapan 

dan jadwal proses ponyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan 

jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD. Ketentuan lebih lanjut 

mengenar penyusunan, pengajuau. pcnetapan, perubahan RBA BLUD 

diatur dengan Peraturan Kepala Daerah 

3. Pelaksanaan Anggaran BLUD 

BLUD menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang APBD 

untuk diajukan kcPada PPD. DPA memuat pendapatan, belanja dan 

pembiayaan. PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran 

BLUD, DPA yang telah disahkan oleh ppp menjadi dasar pelaksanan 

anggaran yang bersumber dari APBD. Pelaksanaan anggaran yang 

bersumber dari APBD digunakan untuk bclanja pegawai, beianja modal dan 

belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan ssuai 

dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pelaksanaan anggaran dilakukan secara berkala sesuai dengan 

kcbutuhan yang telah ditetapkan, ciengan memperhatikan anggaran kas 

datam DPA, dan memperhitungkan 

a.jumlah kas yang tersedia, 

b. proyeksi pendapatan; 

c proyeksi pengeluaran 

Pelaksanaan arggaran dilakukan dengan memperhatikan RBA 

DpA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran Perjanjian 

kinerja yang ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan Perjanjian 

kinerja antara lain memuat kcsanggupan untuk meningkatan: 

a. kinerja pelayanan bogi masyarakat; 

b. kinerja keuangan, dan 

e. manfaat bagi masarakat. 

Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun laporan 

pendapatan BLUD, laporan bclanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD 

secara berkala kopada PPKD', Laporan melampirkan surat pernyataan 
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tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin. Kcpala SKPD 

meneritkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.PKD melakukan 

pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja 

dan Pembiayaan. 
Untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin membuka rekening kas 

BLUD sesuai dengan ketontuan peraturan perundang-undangan. Rekening 

kas BLUD digunakan untuk menampung penerimaarr dan pengeluaran 

kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD 

Dalam pengelolaan kas, BLUD menyclcnggarakan: 

a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas; 

b. pemungutan pendapatan atau tagihan, 

c. penyimpanan kas dan pengelola rekening BLUD; 

d. pembayaran; 

e. perolehan sumber dana untuk menu!up defisit jangka pendck: dan 

f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan 

Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada pemimpin melalui 

pejabat keuangan. 

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan penatausahaan 

keuangan paling sedikit memuat: 

a. pendapatan dan belanja; 

b. penerimaan dan pengeluaran; 

c. hutang dan piutang, 

d. perscdiaan, aset tetap dan inzestasi, dan 

e. ekuitas 

Ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran 

Peraturan Kepala Daerah. 

4. Pengelolaan Belanja BLUD 

Diatur dengan 

Pengelolaan belanja BLUD diberikan Fleksibilitas dengan 

mempertimbangkan volurne kegiatan pelayanan. Fleksibilitas rnerupakan 

belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang 

batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif. Fleksibilitas 

dapat dilaksanakan tertradap bclanja BLUD yarrg bersumher dari 

pendapat BLUD dan hibah tidak tcrikat 

Am bang batas mcrupakan besaran persentase realisasi belanja yang 

diperkenankan mclampaui nggaran dalam RBA dan DPA. Dalam hal 

belanja BLUD mclampaui ambang batas, terlebih dahulu mendapat 



persetujuan kepala daerah. Dan jika terjadi kekurangan anggaran, BLUD 

mengajukan usulan tarnbahan anggaran dari APD kepada PPKD 

Besaran presentase ambang batas dihitung tanpa memperhitungkan 

saldo awal kas. Tetapi memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, 

meliputi 
a. kecenderungan/tren sclisih anggaran pendapatan BLUD sclain APBD 

tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran scbclumnya, 

dan 

b. keccnderungan/tren seiisih pendapatan BLUD slain APBD dengan 

prognosis iahun anggaran berjalan. 

Besaran presentase ambang batas dicantumkan dalam RBA dan DPA 

Pencantuman ambang batas berupa catatan yang memberikan informasi 

besaran presentase ambang batas. 

Presentase ambang batas merupakan kehutuhan yang dapat 

diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungiawabkan, Ambang 

batas digunakan apabila pendapatan BLUD diprediksi melebihi target 

pendapatan yang telah ditctapkan RBA dan DPA tahun yang dianggarkan 

5. Piutang dan Utang/Pinjaman BLUD 

BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, 

jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung 

dengan kegiatan BLUD. BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat 

piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan 

Dalam had piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan 

kepada kepala daerah dengan mclampirkan bukti yang sah. Piutang dapat 

dihapus secara mutlak atau bersyarat Tata cara penghapusan piutang 

diatur dengan craturan epala Daerah 

BLUD dapat melakukan utang/pinjaman schubungan dengan 

kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain. 

Utang/pinjaman berupa utang/pinjaman jangka pendek ataul 

utang/pinjaman jangka panjang 

Utang/pinjaman jangka pendek merupakan utang/pinjaman yang 

memberikan manfaat kurang dari I (satu) tahun yang timbul karena 

kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk 

mcnutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah 

penerirmaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) 

tahun anggaran 
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Pembayaran utang/ pinjaman jangka pendek merupakan kewajiban 

pembayaran kembali tang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun 

anggaran berkenaan. Utang/pinjaman jangka pendek scbagaimana 

dimaksud dibuat dalam bentuk perjanjian utang/ piniaman yang 

ditandatangauni olch pemimpin dan pemberi utang/ pinjaman. Pembayaran 

kembali utang/pinjaman jangka pendek menjadi tanggung jawab BLUD. 

Mekanisme pengaJuan utang/pinjaman jangka pendek diatur dcngan 

Peraturan Kepala Daerah. BLUD wajib membayar bunga dan pokok 

utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana yang telah jatuh tempo. 

Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok 

sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam 

RBA 

Utang/pinjaman jangka panjang merupakan utang/pinlaman yang 

memberikan manfaat lebih dari I (satu) tahun dengan masa pembayaran 

kembali atas utang/pinjaman terscbut lcbih dari I (satu) tahun 

anggaran.Utang/pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran 

belanja modal. Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang merupakan 

kewajiban pembayaran kembali utang/ pinjaman yang mcliputi pokok 

utang/ pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun 

anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/ pinjaman 

yang bersangkutan 

Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Investasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Devisit Anggaran BLUD 

Investasi 

BLUD dapat melakukan investasi scpanjang memberi manfaat bagi 

peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sorta 

tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan 

rencana pengeluaran. Invcstasi yang dimaksud berupa investasi jangka 
pendek, investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera 

dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki sclama 12 {(dua belas) bulan atau 
urang. 

Investasi jangka pendek dapat dilakukan dengan mengoptimalkan 

swrplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran. 
Investasi jangka pendek meliputi 

a. Deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 
12(dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otornatis 
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b. Surat berharga negara jangka pendek 

Adapun Karakteristik investasi jangka pendek adalah : 

a. dapat segera dijualbelikan/dicairkan; 

b. ditujukan untuk manajemen kas: dan 
c. instrumen keuangan dengan risiko rendah. 

Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan KepalamDaerah. 

Ii. Sisa lebih Perhitungan Anggaran 

Sisa lcbih perhitungan anggaran BLUD mcrupakan sclisih lebih antara 

realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama l (satu) tahun anggaran. 

Sisa lcbih perhitungan anggaran BLUD dihitung berdasarkan laporan realisasi 

anggaran pada I (satu) pcriode anggaran. 

Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun 

anggaran berikutnya, kecuali atas perintah kepala daerah disetorkan scbagian 

atau seluruhnya kc kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas 

dan rencana pengeluaran BLUD 

Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun 

Anggaran berikutnya dapat digunakan untuk memenuahi kebutuhan likuiditas. 

Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran 

berikutnya yang cigunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus 

melalui mekanisme APBD. Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran 

BLUD dalam tahun anggaran berikutnya, apabila dalam kondisi mendesak 

dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD. 

Kriteria kondisi mendesak scbagairana dimaksud diatas mencakup: 

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya 
belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran 
berjalan; dan 

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. 

Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan 

Peraturan Kepala Dacrah 

III. Defisit Anggaran 

Defisit anggaran BLUD merupakan sclisih kurang antara pendapatan 
dengan belanja BLUD Daiam hal anggaran BLUD diperkirakan dcfisit, 

ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat 

bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya 

dan penerimaan pinjaman 
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PENYELESAIAN KERUGIAN 

Setiap kerugian daerah pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan 

melawan hukum atau keialaian seseorang diselesaikan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penyelesaian kerugian 

negara/ dacrah 

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

LUD menyusun pelaporan dan pertangngiawaban berupa laporan 

kcuangan. Laporan keuangan BLUD terdiri atas: 

a. laporan realisasi anggaran, 

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

c. neraca; 

d. laporan operasional, 

e. laporan arus as; 

f laporan perubahan ckuitas; dan 

g. catatan atas laporan keuangan. 

Laporan keuangan BLUD ini disusun berdasarkan standar akuntansi 

pemerintahan. Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur 

jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan 

akuntansi. BLUD mengembangkan dan menerapkankan kcbijakan akuntansi 

yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Laporan keuangan disertai 

dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau 

keluaran BLUD 

Laporan keuangan diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pemimpin menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan. 

Laporan keuangan tahunan discrtai dcngan laporan kinerja paling lama 2 

(dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh 

SKPD yang membidangi pengawasan di pemerintah dacrah 

Laporan keuangan diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalar laporan 

keuangan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam 

laporan keuangan pomerintah daerah. Hasil reviu merupakan kesatuan dari 

laporan keuangan BLUD tahunan 

P5. GURNUR RIAU 

• HARIYANTO 
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LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR RLAU 
NOMOR TAHUN 2024 
TENTANGPOLA TATA KELOLA 

RENCANA STRATEGIS DAN 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL 
UNIT DEL.AKSANA TEKNIS 
DERLINDUNGAN TANAMAN 
PANGAN DAN HORTIKULTURA 
DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN 
DAN HORTIRKULTURA 

STANDAR PEL A YANAN MINIMAL 

A. BABI PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Dngan telah diundang undangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
nomor 79 tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah, telan 
memberikan peluang bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit 
Pelayanan Tcknis yang memberikan pclayanan kepada masyarakat berupa 
penyediaan Barang dan/atau Jasa dapat diberikan kclcluasaan dengan 
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 

Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat dengan BLUD adalah unit 
kerja pada satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah dan 
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepda masyarakat berupa penyediaan 
barang/jasa. BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah Daerah 
dengan status hokum yang tidak terpisahkan dari pemerintah daerah, berbeda 

dengan SKPD pada umumnya pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan 

Fleksibilitas berupa keleluasaan untuk mencrapkan praktek-pratek bisnis 

yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

Pengelolaan Laboratorium Pengujian UpT Perlindungan Tanaman 

Pangan dan Hortikultura sudah seharusnya dijalankan sccara professional, 
secara bertahap dapat mengembangkan dan meningkatkan pelayanan 

terhadap pengguna jasa dalam melakukan pengujian parameter, residu 

pestisida, mutu formulasi pestisida dan mutu agens pengcndalian Hayati 

Pengelolaan sccara propesional ini dapat terwujud apabila laboratorium 

Pengujian UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura menjalankan 

praktek-praktek bisnis yang sehat dan dikelola oleh orang-orang yang 

professional sehingga diharapkan laboratorium mampu meningkatkan ruang 

lingkup pengujian bahkan bersaing dan/atau mandiri dengan tetap sincrgi 

dengan program-program Pemerintah dalam mengujidkan masyarakat 
mempcroleh makanan segar asal tumbuhan yang aman komsumsi 
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Penerapan praktek bisnis yang schat harus berdasarkan prinsip cfisiensi 
dan produktifitas, hal ini dapat terwujud apabila kinerja laboratorium dapat 
diukur, dievaluasi dan dapat dijadikan umpan balik bagi perencanaan 
berikutnya. Siklus ini membutuhkan suatu dokumen standart tentang 
penyelenggaraan pelayanan yang minimal harus diselenggarakan atau Standar 
Pelayanan Minimal (SPM] baik yang sclanjutnya akan dijadikan target 
pembanding apakah pclayanan Laboratorium dapat meningkat 
produktifitasnya secara efisien sesuai dengan kualitas yang diharapkan dari 
tahun ke tahun 

2. Tujuan 

Sebagai instrumcn pengendalian, maka Standar Pelayanan Minimal 
menjadi hal yang wajib dilakukan oleh Laboratorium Pengujian UPT 
Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan Tujuan 

I. Menjamin Hak Customer untuk menerima layanan yang baik yang 

disediakan sesuai standar mutu yang dilakukan Laboratorium Pengujian 
UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 

2. Meningkatkan Akuntabilitas Laboratorium Pengujian UPT Pertindungan 

Tanaman Pangan dan Hortikultura terhadap Customer dan Customer dapat 

mengukur sejauh mana Laboratorium Pengujian UPT Perlindungan 

Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat memenuhi kewajibannya dalam 
menyediakan pelayanannya 

3. Menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam menyediakan 

layanan, schingga spy dapat menjadi dasar penentuan kebutuhan 

pembiayaan dalam mengusulkan anggaran kepada Panitia Anggaran daerah 
dan DPRD. 

4. Mencntukan usulan perimbangan keuangan dan/atau bantuan lain fungsi 

pelayanan Laboratorium Pengujian UPT Perlindungan Tanaman Pangan 

dan Hortikultura yang lebih adil dan transparan dari pemerintah pusat, 

pemerintah provinsi, dan/atau pihak lain 

5. Memperjelas Tugas pokok Laboratorium Pengujian UPT Perlindungan 

Tanauman Pangan dan Hortikultura dan mendorong terwujudnya Checks 

and balances yang efektif, mendorong transparansi dan partisipasi 

customer dalarn proses penyclenggaraan pelayanan Laboratoriur 

Pengujian UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 
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3. Pengertian istilah 

I. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu 

pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak 

diperoleh setiap warga sccara minimal. Juga merupakan spesifikasi 

teknis tentang tolak ukur pclayanan minimum yang dibcrikan oleh 

Badan Layanan Umum kepada masyarakat. 

2. Laboratorium pengujian UPT perlindungan Tanaman Pangan dan 

Horukultura adalah sarana laboratorium yang melaksanakan 

pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap sarana pcrtanian ( 

pupuk, pestisida dan Agens Pengendali hayati) dan Residu pestisida 

pada Produk Pangan segar asal Tumbuhan, air dan tanah 

3. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh 

laboratorium kepada masyarakat. 

4. Mutu Pelayanan Laboratorium pengujian UT perlindungan Tanaman 

Pangan dan Hortikultura adalah kinerja yang menunjukan tingkat 

kesempurnaan pelayanan pengujian, tidak saja yang dapat 

menimbulkan kepuasan bagi pelanggan scsuai dcngan kepuasan rata­ 

rata penduduk tetapi juga scsuai dengan standar dan kode ctik profesi 

yang telah ditetapkan 

5. Sasaran Mutu adalah sesuatu yang dicari atau dituju berkaitan dengan 

mutu 

6. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu 

organisasi dalam mcnyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan 

atau barang kepada pelanggan. 

7. ndikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk 

mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan 

pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau 

tolak ukur prestasi kuantitatif / kualitatif yang digunakan untuk 

mengukur terjadinya perubahane terhadap besaran target atau standar 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

8. Standar adalah nilai tertentu yang tclah ditctapkan berkaitan dengan 

sesuatu yang harus dicapai, Ying digunakan scbagai ukuran 

pencapaian mutu/kinerja yang diharapkan. 

9. Definisi operasional dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari 

indikator 
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I0. Frekuensi pengumpulan data adalah frekuensi pengambilan data dari 
sumber data untuk tiap indikator 

I I  Formula pengukuran adalah suatu cara atau metode dalam penetuan 

besaran, dimensi, atau kapasitas terhadap suatu standar 

2. 5umber data adalah sumber bahan nyata/keterangan yang dapat 

dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan 

4. Landasan Hukrum 

l. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkuangan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Noor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699]; 

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5360); 

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Noor 5587]; 

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya 
Pertanian Berkelanjutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6412), 

6. Peraturan Pemerintah Norot 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Ates 

Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1973 NomOr 12); 

7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan 

Tanaman Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 

Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengolahan 

Bahan Bcrbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 200I Nomor 138]; 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 258/MENKES/PER/III /199 

tentang Persyaratan Kcschatan Pengelolaan Pestisida, 

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/SR.340/12/2011 

tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan 

Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT}, 

1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 

2019 tentang Pendaftaran Pestisida, 
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5. Sistematika Penyajian 

Sistematika dokumen SPM disusun dalam bentuk. 

PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

BAB T: PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Tujuan 

C. Pengertian 

D. Landasan Hukum 

E. Sistematika Penyajian 

BAB IE: STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

A. Jenis Pelayanan 

B. Standar Pelayanan Minimal 

BAB III RENCANA PENCAPAIAN SPM 

A. Rencana Pencapaian Target SPM 

B. Program Pencapaian SPM 

BAB IV: SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Rencana Strategis dan Penganggaran SPM 

B. Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan SPM 

C. Pengukuran Capaian Kinerja dan Evaluasi Kincrja 

BAB V PENUTUP 

LAMPIRAN­ 

1 Indikator dan standar setiap jenis pclayanan 

2 Uraian standar pelayanan minimal dan formula pengukuran 

3. Monitoring capaian sasaran mutu 
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B. BABE II STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

A. Jenis Pelayanan 

Pelayanan Laboratorium Pengujian UPT Perlindungan Tanaman Pangan 
dan Hortikltura mcliputi pelayanan laboratorium Pestisida dan Laboratorium 
Pengamatan Hama dan Penyakit Tanaman. yait. 

1. Pelayanan Laboratorium Pestisida 
a Pengujian Mutu Forulasi pestisida 
b. Pengujian Mutu produk tanaman pangan dan hortikultura 
c. Pengujian Pupuk 

Pi Mutu. Kepala UPI 

t 
Customer prusah 

a/inst;tsi «t 

Penerima contoh/pj Penyupanan arsip conto 
administras 

t 
'--''c'_"_'"_"_..,j-;:::!:..,! __ ,_'_"'_'_''_"_al :;::::!j., A_"_"_" __ _.., 

t 
Pelaksanaan Pengujian 

contoh dapat 
ke Petugas 

ulang apakah 
dikembalikan 

3. 

Keterangan : 

1 Pelanggan mengajukan permohonan pengujian disertai dengan 
contoh uji dan paramater uji 

2. Petugas administrasi memeriksa kelayakan contoh yang akan diuji 
dan mengajukan kaji ulang permintaan pengujian kepada 
Penanggung jawab Teknis. 
Penanggung jawab Teknis mengkaji 
dianalisa atau tidak, selanjutnya 
Administrasi 

4 Petugas Administrasi membuat tanda terima contoh 
5. Penanggung jawab Administrasi mengagendakan permintaan 

pengujian dan disarnpaikan kepada Kepala UPT Kpala UPT 
mendisposisikan permintaan pengujian untuk ditindak -lanjuti 

6. Petugas administrasi membagi Contoh uji mnenjadi 2 bagian yaitu 
satu bagian sebagai arsip dan satu bagian disampaikan kepada 
laboratorium untuk diuji. 

7 Penanggung jawab Administrasi mencatat contoh pada buku 
penerimaan contoh dan diberi nomor kode 

8. Penanggung jawab Administrasi menyampaikan memo permintaan 

pengujian, lcmbar kontrol disertai dengan contoh uji kepada 
Penangsung jawab Tcknis 
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9. Penanggung jawab Teknis mendisposisikan permintaan pengujian 
epada penyelia, dan penyelia mclanjutkan kepada aAnalis pengujian 
mutu pestisida dan/ atau pengujian residu pestisida pada produk 
tanaman dan mencatat pada buku administrasi pengujian 

10. Analis pengujian mutu pestisida, dan/ atau residu pestisida 
mengidentifikasikan contoh dan melakukan pengujian. 

I. Setclah Analis selesai melakukan pengujian, analis membuat laporan 
sementara, 

12. Laporan sementara diperiksa oleh penyelia selanjutnya diteruskan ke 
penanggngjawab teknis 

13. Penanggngiawab teknis mencruskan laporan analis kepada perugas 
analis untuk dibuat laporan hasil pengujian 

14. Setelah laporan hasil pengujian dibuat oleh petugas administrasi di 

berikan ke penanggingjawab teknis unruk diperiksa, setelah 
diperiksa dilanjutkan kepada penanggungjawab mutu untuk 
dilakukan penandatangan Laporan Hasil Uji 

2. Pelayana Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit Tanaman 

a. Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan 

b. Pengujian Mutu Agens Pengendalian hayati 

Pi Mutu Kepala UP 

t 
Customer'perusah 

aan tnstans4 

enerima contoh/pj enimpanan asip comtoh 
aministrasi 

t 
.__,_.,_ .. _""_"_�I � ,I __ ,._."_._._,._ .. _,I �'-----�_._,_••--�1 

t 
Pelak sanan Pengujiun 

Keterangan 

I. Pelanggan mengajukan permohonan pengujian disertai dengan 
contoh uji dan paramater uji. 

2, Petugas administrasi memeriksa kelayakan contoh yang akan diuji 
dan mengajukan kaji ulang permintaan pengujian kepada 
Penanggung jawab Teknis 

3. Penanggung jawab Teknis mengkaji ulang apakah 
dianalisa atau tidak, sclanjutnya dikembalikan 
Administrasi 
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4. Petugas Administrasi membuat tanda terima contoh 
5. Penanggung jawab Administrasi mengagendakan permintaan 

pengunan dan disampaikan kepada Kepala UPT Kepala UPT 
mendisposisikan permintaan pengujian untuk ditindak-lanjuti 

6. Petugas administrasi membagi Contoh uji menjadi 2 bagian yaitu 
satu bagian sebagai arsip dan satu bagian disampaikan kepada 
laboratorium untuk diuji. 

7. Penanggung jawab Administrasi mencatat contoh pada buku 
penerimaan contoh dan diberi nomor kode 

8. Penanggung jawab Administrasi menyampaikan memo permintaan 
pengupian, lembar kontrol disertai dengan contoh uji kepada 
Penanggung jawab Teknis. 

9. Penanggung jawab Teknis mendisposisikan permintaan pengujian 
kepada penyelia, dan penyelia melanjutkan kepada aAnalis pengujian 
mutu pestisida dan/ atau pengujian residu pestisida pada produk 
tanaman dan mencatat pada buku administrasi pengujian 

10. Analis pengujian mutu pestisida, dan/ atau residua pestisida 
mengidcntifikasikan contoh dan melakukan penguian. 

I I  Setclah Analis selesai melakukan pengujian, analis membuat laporan 
8emnentara, 

12. Laporan sementara diperiksa oleh penyelia selanjutnya diteruskan ke 
penanggungjawab teknis 

13. Penanggungiawab teknis meneruskan laporan analis kcpada petugas 
analis untuk dibuat laporan hasil pengujian 

14. Setelah laporan hasil pengujian dibuat olch petugas administrasi di 
berikan ke penanggungiawab teknis untuk diperiksa, setelah 
diperiksa dilanjutkan kepada penanggungiawab mutu untuk 
dilakukan penandatangan Laporan Hasil Uji 

3. Pelayanan Penerimaan contoh 

aji 'lung permintaan 

pengujian pi. Tenis 

t 
Customer' perusah » 

aan/nstans 
Penerima contohpj 

a d s t s . d  

- Customer/perusahaa/'i 
tans 

Keterangan. 

l. Pelanggan mongajukan permohonan pengujian discrtai dengan 
contoh uji dan paramatcr uji. 

2. Petugas administrasi memeriksa kelayakan contoh yang akan diuji 
dan mengajukan kaji ulang permintaan pengujian kepada 
Penanggung jawab Teknis 
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contoh dapat 
ke etugas 

ulang apakah 
dikembalkan 

Penanggung jawab Teknis mengkaji 
dianalisa atau tidak, selanjutnya 
Administrasi 

4. Petugas Administrasi membuat tanda terima contoh dan diserahkan 
ke pelanggan 

3 

4. Pelayanan Pengambilan Hasil uji 

Menyiapkan LHU yang 
akan diambil 

Menveraka L.HU 

t 
('ustomer/pcrusah » 

aan stans 

Penerima contoh/pj Customer'perusahaan 

administrasf nstans 

Kctcrangan 

l. Pelanggan memberikan surat tanda tcrima contoh ke petugas 
admmmistrasi 

2. Petugas administrasi memeriksa dan menyiapkan LHU yang akan 
dam bil 

3. Petugas administrasi menyerahkan LHU pada planggan kelayakan 
contoh yang akan diuji dan mengajukan kaji ulang permintaan 
pengujian kepada Penanggung jawab Teknis. 

5. Pembanyaran sccara tunai 

Kaji Jlang permintaan 
penguptan pj. Fcknis 

t 
Customer'perusah 

aan/instans.i 

enerima contohipy Customer/perusahaan'i 
administrasi pstans 

Ketcrangen 

I. Pelanggan mengajukan permohonan pengujian disertai dengan 
contoh uji dan paramater uji 

9 



2 Petugas administrasi memeriksa 
dan mengajukan kaji ulang 

kelayakan contoh yang akan diuji 
permintaan pengujian kepada 

Penamnggung jawab Teknis. 

3. Penanggung jawab Teknis mengkaji ulang apakah contoh dapat 
dianalisa atau tidak, dan menghitung biaya pengujian selanjutnya 
dikembalikan ke Petugas Administrasi 

4. Petugas Administrasi membuat tanda terima contoh dan kwitansi 
yang harus dibayar pelanggan 

5. Pelanggan membayar biaya pengujian ke petugas administrasi/ 

bendahara 

6. Pelayanan penyclcsaian Pengaduan 

Py. Mutu memverifikasi Pengaduan 

Pilekmis menyelesaikan peng0uan 

+ p Administrasi 

pensaduan 

t 
Customer/perusah 

aan nstans 

---.JJ---;,:"�":,:.,;----7- _ _J, I Cu�tomcr perusahaaw, 

! . """''"' 

Keterangan : 

• Pelanggan mengajukan pengaduan ke petugas administrasi 
2. Petugas administrasi menerima pengaduan dan mclanjutkan 

pengaduan kepada penanggungiawab Mutu 

3. Penanggung jawab mutu memverifikasi Pengaduan, jika pengaduan 

ke penanggungiawab teknis dan jika 
diteruskan ke penanggungiawab 

dan penangunggungiawab administrasi 

pclanggan dan discrahkan ke petugas 

masalah tcknis ditcruskan 
pengaduan administrasi 
administrasi 

penanggungiawab tcknis 

menyelesaikan pengaduan 
administrasi 

5. Petugas Administrasi menyerahkan kepada pelanggan 

4. 

B. Standar Pelayanan Minimal 

Standar kinerja pelayanan berisikan indicator-indikator kinerja yang 

penetapannya harus memenuhi 4 kriteria, sebagai berikut 

Sahih (Valid) yaitu benar-bcnar dapat dipakai untuk mengukur aspek 

yang akan dinilai, Dengan demikian indicator memiliki target 

pencapaian yang realistis dan dapat dicapai sesuai dengan kemampuan 

minimum yang dimilikiolch laboratorium 

2. Dapat dipercaya (reliable),yaitu didasarkan pada data yang akurat dan 

didokumentasikan sesuia dengan sistem informasi yang memadai, 
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3. Sensitif, yaitu cukup peka terhadap kebutuhan pengendalian dan 
pengambilan keputusan perencanaan 

4. Spesifik, yaitu memiliki tujuan tertentu sehingga dapat menunjukkan 
objek penilaian yang jelas pada pusat-pusat pertanggungiawaban 
organisasi 

Setiap indikator ditetapkan standar minimum pencapaiannya. Standar 
minimum adalah suatu kondisi minimum yang mampu diapai oleh 
laboratorium dalam kurun waktu tertentu. Apabila dalam satu tahun kondisi 
tersebut diprcdiksikan tidak tercapai olch karena keterbatasan sumber daya 
dapat ditetapkan target tahunan yang dimungkinkan dibawah standar 
mmimum 

Sesuai dengan kerangka konseptual proses bisnis laboratorium 
Pengujian UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, maka 
standar kerja pclayanan dikclompokkan dalam pelayanan manajemen, 
pelayanan tcknis 

Kelompok-kelompok pelayanan tersebut ditetapkan jenis pelayanan 

yang merupakan area pengukuran, indicator kinerja scbagai tolak ukur 
penilaian, standar minimum yang mampu dicapai dan target pencapaian pada 
tahun dasar dan tahun pencapaiannya. 

Proyeksi pcncapaian pada tahun dasar yang ditetapkan pada 
laboratorium Pengujian UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 
didasarkan pada hasil pengukuran tahun 2023, scdangkan tahun pcncapaian 
standar minimumnya ditetapkan pada tahuan 2028. 

Kelompok-kelompok pelayanan akan dijabarkan sengan model input 
output pada sctiap pelayanan yaitu 

I. Pelayanan pengujian pada laboratorium pestisida 

2. Pelayanan pengujian pada laboratorium Pengamatan lama dan 
penyakit Tanaman 

3. Pelayanan Waktu Penyelesaian Jasa Pengujian pada laboratorium 

Pestisida dan pada laboratorium Pengamatan Hama dan penyakit 

Tanaman 

4. Pelayana Penerima contoh 

5. Pelayanan Pengambilan Hasil Ujj 

6. Pelayvanan Pembayaran secara Tunai 

7. Pelayanan Permohonan Magang 

8. Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan 

II 



Model input dan output menghubungkan indicator-indikator yang 
merupakan variable yang dominan terhadap mutu layanan seperti peralatan, 
ruangan dan sumber daya manusia. Tcrdapat 2 klasifikasi standar kinerja 
setiap unit pelayanan yaitu : 

a. Standar input, merupakan tolak ukur kincrja yang digunakan untuk 
mengukur kemampuan laboratorium pengujian UPT pertindungan 
Tanaman Pangan dan IHortikultura menyediakan sumber daya yang 
<digunakan untuk pelayanan; 

b. Standar output, merupakan tolak ukur kinerja yang digunakan untuk 
mengukur kamampuan laboratorium pengujian UPT perindungan 
Tanaman Pangan dan Hortikultura memanfaatkan sumber daya yang 
ada 

Target pencapaian indicator kinerja 100 % dicapai pada tahun 2028, 
sccara rmc peoncapaian target SPM masing masing indicator kinerja adalah 
sbb: 

1 Penyediaan Sumber Daya 
1.1  Penyediaan Peralatan 

No. Indikator Kinerja Tahun 2023 Standar 
Minimal 

p,: Kelcngkapan Alat 80% 100% 
7 Kalibrasi Alat 80% 100% 

3 Kondisi Alat yang baik 90% 100% 

1. 2.  Penyediaan Ruangan 
Indikator Kinerja No. 

ri I 
Tahun 2023 j Stnndar 

Minimal ] 
Kelengkapan ruang ] o05 100% l 

l%. too +too». uas setap ruangan yang % U% 

harus ada 
-� 

80% Kocukupan tenaga teknis dan 
administrasi 

1 

l 

.3. Penyediaan sumber daya Manusia (SDM] 
No. Indikator Kinerja Tahu 203I sandar 

Minimal 
100% 
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2. Peranfaatan Sumber Daya 

2.1. Pemanfaatan Alat 

[ No I Indikator Kinerja Tahun 2023 Standar 
Minimal 

l Pemanfaatan Alat Pengujia 100% 100% 
Laboratorium 

2 2  Kelengkapan Alat 
No Indikator Kinerja Tahu 2023] Standar 

Minimal 
l Kelengkapan Alat Pengujia 80% 100% 

Laboratorium 

3. Standar Mutu Pelayanan Laboratorium 
3.1. Pelayanan Pengujia Parameter 

No. Indikator Kinerja 

] Laboratorium Pestisida 
Kemampuan melakukan 
penguan Mutu formulas1 
Pestisida : 

emampuan melakukan 
Pengujian Mutu Pro@duke 
Pertaian; 

Laboratorium Pengamatan 
hama dan Penyakit Tanaman 

Kemampuan pengujian 
Mutu APH ( Agens 
Pengendali hayati) 
- Kerapatan spora 

Beuveria bassiana 
- Viabilitas Beuveria 

bass1ana 
- Kerapatan 

Tieoderma 
- Viabilitas Tricoderma 
Kemampuan mendiagnosa 

hama dan penyakit 
Tnaman 

2 Waktu pelayanan dalam l 
hari __,_____. 

3 Ruang Lingkup parameter 
Yang terakreditasi 

I J 

Tahun 2023 I Standar 
Minimal 

5-10 hari 5-10 hari 

7.14 hani 7.14 hari 

1-2hari 1-hari 

1-2hari 1-2hari 

1-2hani I 2hari 

I-2hari 1-2hari 
2-3 han 2-3hart 

8jam 8 jam 

9 parameter 

spora 



3.2.  Pelayanan Wakru Penyelesaian Jasa Pengujian 
7 Standar 

Sangat baik 

No Indih,ltor Kmerja �ahun 2023 
.\1m1mjal 

I 
1 Ruang Lingkup pcngujian 80% rclc0,0'""••� Mutu formulasi Pestisida 

I 
Ruang Lmgkup pen°gu�J-,a-n-+I S''O"o/,',-----+clc0c0co/,,,---7 MutuProduk Pertanian · Ruang l.1ngkup pcngujian 80% 100% I 

L 
Mutu Agens pengendali Havat Ruang Lingkup diagnosa 80% 100% J [hama dan penyakit Tanaman Kepuasan pelanggan Sangat baik 

3.3. Pelayanan Penerimaan Contoh Uji 

2merit 
Tahu 2023 menyerahkan Standar ] Minimal 

2 menit contoh uji ] Mengkaji ulang permintaan 5 menit S menit pcngu31an, apakc1.h �arnpdnya � bias diuji apa tidak Input data administrasi 5 menit f zenit contoh -+--•�- -�--'--- I Menyerahkan surat tanda 2 menit I 2 rn.-n1t terma contoh kepada CUSIomet 

No. Indikator Kinerja 
,I~. Customer 
5 

' 

3.4. Pelayana Pengambilan Hasil Pengujian 

J 

4 

Ja Ta.hun 2023 Standar 
Mirmal njukkan 2merit 2menit sampel biaya 

at hasil 3 merit 3 merit 
1am bil 
kepada 2 menit 2menit 

terima 2 menit 2 menit 
r 

mnenu I Customer 
surat tanda terima 
dan kwitasi Lunas 

,Pengujian 
2 Menyiapkan Sertif 

_[jj(SHU)yangakand 
3 Menyerahkan SHU 

customcr 
I 4 B.-nta ,u;ara �.-rah 
1SHU kepada Custome 

No. Indikator Kiner 

4 



3 5  Pelayanan Pembanyaran secara tunai 

No. Indikator Kinerja 
I 

Tahun 2023 Standar 
Minimal 

I Customer menunjukkan 3 menit 3 menit 
surat tada terma contoh 
dan membayar biaya 
engooan 

2 Benda.hara mencetak dan 5 menit 5 menit 
menverahkan kwitasl pada 
customer 

3.6 

No 

2 

3 

4 

5 

Pelayanan Penyelesaian Pengaduan 

Indikator Kinerja Tahun 2023 ' Standa I Minimal 
Petugas menerima 3 menit 3 memt 
Pencaduan dan customer 
Penangguangiawab Mutu 10 menit 10 menit 
memverifikast pengaduan 
(Administrasi/ teknis) 
Penanggungjawab Tekmis 5 hari 5 hart 
menyelesaikan pengaduan 
Penanggungiawab 2 hari 2 hari 
Administrasi menyelesaikan 
pengaduan 
Menyera.hkan hasil 5 menit D menit 
enaduan ke customer 

C. BAB III RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

A. Rencana Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal 

Berdasarkan hasil pengukuran kondisi awal tingkat pcncapaian 

laboratorium Pengujian UPT pertindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, 

terdapat beberapa jenis pclayanan yang belum sesuaidengan standart yang 

ditetapkan. Rencana pencapaian target dari beberapa jenis pelayanan tersebut 

agar sesuai dengan standar dapat dirinci sebagai berikut: 
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• Pelayanan Pengujian Laboratorium 
� 

No Tahun Standar 

2023 Minimal 2024 [2025 2026 2027 [2028 
Peralatan Pelayanan 

Kelengkapan 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
ralatan 

Kalibrasi 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
peralatan 
Peralatan 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
dalern kondisi 
bauk 

Ruangan Pelayanan 
- 

Kelengkapan 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
ruangan 

Luas setap 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
ruangan yang 

I harus ada 
Sumber Daya Manusia 

Anal1s D 6 6 6 6 6 I 6 

Pclaporan ¥ 
I 2 2 2 2 2 - 

' Penerima I 2 2 2 2 2 - 

contoh 
AdIustrasI I 2 2 2 2 2 2 

Administrasi - I I I I I I 

' Keuangan 

' Petugas I I I I I I - 

Gudang dan 

I Peralatan dan 
Petugas 
Limbah 
Laboran 

- 

- I I I I I I I 

Cleaning I I l l I l I 
service 

2. Pelayanan Waktu penyelesaian Pengujian 

No Tahun Standar 

2023 Minimal 2024 2025 2026 2027 [2028 
Peralatan Pelayanan 

Kelengkapan 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
eralatan ' 

Kalibrasi 90% ' 100% T100% 100% 100% 100% 100% 
eralatan 
Peralatan 00% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

dalam kondisi 
baik 

� 

Ruangan Pelayanan 
� 
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Kelongkapan 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
ruanea 

Luas set±ap 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
ruangan yang 
harus ada 

Sumber Daya Manusia 

Anahis 5 6 6 6 6 6 6 
� 

Pelaporan - l 2 2 2 2 2 
� 

Penerima - l 2 2 2 2 2 

contoh 

' Administrasi l 2 2 2 2 2 2 

Admstrasi  -  l  l  l  l  l  l  

Keuangan 
Petugas - l l 1 l l 1 
Gudang dan 
Peralatan dan 
Perugas 
Limbah 
La boran - I 1 + 1 

l l l 1 
- 

Cleaning 1 ' 1 1 l l 1 1 

gervtee 

3. Pelayanan Penerima contoh Ujj 

No Tahun Standar 

2023 Mirimal 2024 [2025 [2026 2027 2028 
Peralatan Pelayanan 

Kelengkapan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
neralatan 
Peralatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
dalam kondist 
baik 

Ruangan Pelayanan 

Ruang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
pclayanan 
yang her us 
ala 

Sumber Daya Manusia 
- 

Petugas - 1 1 1 1 1 l 

Penerima 
contoh 

- 

Administrasi 1 2 l 2 2 2 2 

Administrasi - 1 1 1 l l l 

Keuangan 
- 

l 7 



4. Pelayanan Pengambilan Hasil Pengujian 

Tahun Standar 
2023 Minimal 2024 [2025 2026 2027 2028 

an Pelayanan 
clcngkapan 100% 100% 100% 100% 100%/ 1009% 100% 
ralatan 

eralatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
alam kondisi 
auk 

an Pelayanan 
uang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
layanan 

ang harus 
I da . 

r Daya Mamusia 
dministrasi l 

I 
2 l - - - 

- 
A 

p 
d 

b 

K 

Peralel 

Ruang 
R 

pe 
y 
a 

No 

Sumbe 

5. Pelayanan Pembayaran Tunai 
No Tahun Sandar 

2023 Minimal 2024 2025 ]2026 2027 2028 
Peralatan Pelayanan 

Kelengkapan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
eralatan 
Peralatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

dalam kond1st 
baik 

Ruangan Pelayanan 
Ruang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
pelayanan 
yang harus 

ad 
Sumber Daya Manusia 

Administrasi l 2 I 2 2 2 2 

- Bendahara - 1 1 l I I 1 

Penerira 
- 

Administrasi - I l l l l l 

Keuanan I 
- - - 

6. Pelayanan Pengaduan dan penyelesaian Pengaduan 

No Tahun Standar 
2023 Minimal 2624 T2025 2026 [2027 [2028 

Peralatan Pelayanan 



' 'Kelengkapan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jpe1,1,,�, 
Peralatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
dalam kondisi 
baik 

[RLangan Pelayanan 
' Ruang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

pelayanan 
yang harus 

ada 
Sumber Daya Manusia 

Petugas I 2 2 . . . 

Pencrima 
Pengaduan 
(Adnustrasil 

Penanggungia I I I . . . . 
wab Mutu 

Penangungia I I I . • . . 

wab Tekns 
Kasubbag.T.U I 1 I . . . . 

B. Program Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Berdasarkan hasil pengukuran rencana pencapaian target SPM untuk 
bcbcrapa jenis pelayanan yang belum sesuai dengan standat, maka 

laboratorium Pengujian UPT Perlindangan Tanaman Pangan dan Hortikultura 

telah menyusun program pencapaian SPM tersebut dengan rincian scbagai 

berikut 

I. Pelayanan Pengujian Laboratorium 

Program Program Pencapaian $PM 

Perspektif Pelanggan/customer 

Sasaran Sasaran Ukuran Target 

Organisasi Kinerja 

Tercapainya SPM !ndikator 100% 
Justifikasi PM 
Program Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Customer 

Sasaran Program Uraian Tahun 

2024 2025 2026 202 2028 

7 

fercapainya 100% 100% 100% 100 100% 

PM 
% 
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Kegiatan Program Pengadaan dan 90% 100% - . 

Pemeliharaan 
alat 

Estimasi Pengadaan . 
- - - 

Kebutuhan Peralatan 
Investasi I jutaan 
rupiah) 

Pemehiharaan . 
- - - 

Peralatan 
Rekrutmen - . . . 

- 

sDM 
Kahibras - - . . . 

wralatan 
Pengadaan - . . . 

- 

bahan Kimia 
Pengadaan r 

. . . 
- . 

Standar acuan 
- 

Peningkatan . . . 
- - 

SDM 

(manajemen 
I • dan Teknisl 

. 

2. Pelayanan Waktu penyelesaian Pengujian 

Program Pencapaian SPM 

Pelanggan/customer 

Program 

Perspektif 

Sasaran 

Organisasi 

Sasaran 1 Ukuran 

Kinerja 

] Target 

100% Indikator 

8PM 

Tercapainya SPM 

Justifikas 
Program 

Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Customer 
--------'- 

Sasaran Program Uraian Tahun 

2024 2025 2026 2027 2028 
e--------1--....j� • - 
Tercapainya 100% 100% 100% 100% 100% 

SPM 

Kegiatan Program Pengadaan dan ­ 

Pemeliharaan 
Al4t 

Rekrutmen 
$DM 

• 

• Pengadaan 
Peralatan 

Pemeliharaan 

I 
Peraldtdn 
Rekrutmen 
8DM __ _j__ _ _j__ _ _.L_ _ _.L__..l..___J 

Estimasi 
Kebutuhan 
Investasi ( jutaan 
rupiah) 
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Kalibrasi - - - 
- 

eralatan 
Pen.gadaan - - - - 

- 

bahan Kimia 
Pengadaan - - - - - 

Standar acuan 
Peningkatan - - - 

- 

- 

SDM 

(manajemen 
dan Tekms ' 

3. Pelayanan Penerima contoh Uji 

Program Program Pencapaian SM 

Perspektif Pelanggan/customer 

Sasaran Sasaran Ukuran Target 

Organisas Kinerja 

Tercapainya SPM Indikator 100% 

Justifikasi SPM 

Program Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Customer 
Sasaran Program Uraan Tahun 

2024 2025 2026 2027 2028 

Tercapainya 100% 100% 100% 100% 100% 

SPM 

Kegiatan Program Pengadaan dan - - - - - 

Pemeliharaan 
alat 
Rekrutmen - - - - - 

DM 
Estimasi Pengadaan - - - - 

I Kebutuhan Peralatan 
Investal I jutaan 
rupiah) 

' pemeliharaan - 
- - - - 

Peralatan 
Peningkatan - - - - - 

SDM 

I 
(manajemen 
dan Tekmrsl 



4. Pelayanan Pengambilan Hasil Pengujian 

I Program Program Pencapaian SPM 

Perspektif Pelanggan/customer 

Sasaran Sasaran Ukuran Target 

Organisasi Kinerja 

Tercapainya SPM Indikator 100% 

Justifikasi $PM 
Program Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Customer 

Sasaran Program Uraian Tahun 

2024 2025 2026 2027 2028 

Tercapainya 100% 100% 100% 100% 100% 

SPM 

Kegiatan Program Pengadaan dan - - - - - 

Pemeliharaan 
alat 

Rekruatmen - - 
. . - 

SDM 

Estimasi Pengadaan - 
- 

. . . 

Kebutuhen Peralatan 
InvestasI ( jutaan 
rupiah 

Pemehiharaan ' 
- 

. - . - 

Peralatan 
Peningkatan . . . . . 

SDM 

(manajcmen 
dan Telenisl 

5. Pelayanan PembayaranTunai 

Program Program Pencapaian SPM 

Perspektif Pelanggan/customer 

Sasaran Sasaran Ukuran Target 

Organisasi Kinerja 

Terea painya 3pM Indikator 100% 

Justifikasi $PM 
Program 

Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Customer 

Sasaran Program Urauan Tahun 

2024 2025 2026 2027 2028 

I 
Tercapainya 100% 100% 100% 100% 100% 

- 



- 

PM 

I Keg1atan Program Pengadaan dan - - 
- - - 

Pemeliharaan 
alat 

Relrutmen - - 
. - 

. 

SDM 
st1mas Pengadaan . . . . 

Kebutuhan Peralatan 
Investasl I Juataan 

rupiah 

Pemeliharaan - 
. . . - 

Peralatan 

Peningkatan - - - - 

SDM 

(manajemen 
dan Telenisl 

6. Pelayanan Pengaduan dan penyelcsaian engaduan 

7. Program Program Pencapaian SPM 

Perspekuif Pelanggan/customer 

Sasaran Sasaran Ukuran Target 

Organisasi Kinerja 

Tercapainya SPM Indikator 100% 

Justifikasi PM 
Program 

Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Customer 

Sasaran Program Uraian Tahun 

2024 2025 2026 2027 2028 

Tereapainya 100% 100% 100% 100% 100% 

8PM 

Kegiatan Program Pengadaan dan - - - - - 

Pemchiharaan 
ala.t 

Rekruatmen - 
- - 

- - 

sDM 
Estimasi Pengadaan . . 

- 
- - 

Kebutuhan Peralatan 
Investasi I Juan 

rupiah) , 

Pemcliharaan - . . . 

Peralatan 
Peningkatan - • - - 

. 

$DM 

(manajemen 
dan Teknis) 
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D. BAB IV PELAYANAN PENGUJTAN LABORATORIUM UPT PERLINDUNGAN 

TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 

I Laboratorium Pestisida 

No Jenis pengujian I Parameter 

l Pengujian Mutu Formulasi . Pengujian Berat Jenis 
pestisida . Pengujian pH 

. Gliposat 

. Paraquatdiklorida 

. KLor firitos 

. Profenopos 

. Dieznon 

. Karbofuran 

. Dimethoat 

. Sipermetrin 

. Deltamerin 

. Lamda shihalotrin 

. Alfa Sipermetrin 

. Permeurin 

. Sifultrin 

. 

2 Pengujian Mutu Produk . Golongan organoklor 
pertanian Buah- buahan, 

. Golongan organophospat 
sayuran dan kentang (residu 

. Golongan pyretroid 
pestisida) 

3 Pengujian Mutu Produk Golongan organoklor 
- 

. 

pertanian Nut, biji serealia, . Golongan organophospat 
kacang polong, biji 

. Golongan pyretroid 
berminyak, biji-bijian dari 
daerah tropik, buah kering 
dan bawang putih (residu 
pestisidal 

4 Pengujian Mutu Produ . Golongan organoklor 
pertanian bumbu dan 

. Golongan organophospat 
rempah (residua pestisida) 

. Golonsan vretroid 

2. Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit Tanaman 

No Jenis pengujian Parameter 
l Pengujian Mutu APH (Agens . Kerapatan konodium 

pengandalian hayati) Beuveria basianna sp 
. Viabilitas Beuveria 

basianna sp 
. Kerapatan konodum 

Tricoderma 
. Viabilitas Tricoderma 
. 

2 Perbanyakan APH . Tricoderma 
. Beuveria basianna sp 
. 

3. Diagnosa Hama Penyakit . 

Tanaman 



E. BAB V PENUTUP 

Standar Pelayanan Minimal UPT. Perlindungan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau 

merupakan salah satu pedoman bagi UPT. Perlindungan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau 

untuk penyclenggaraan pelayanan minimum yang bermutu kepada 

masyarakat. 

Dengan tersusunnya Standar Pelayanan Minimal UPT. Perlindungan 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pangan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi Riau, maka upaya-upaya pengembangan dan 

peningkatan pelayanan serta mutu di UPT. Perlindungan Tanaman Pangan 

dan Hortikultura Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 

Riau harus mengacu kepada standar ini dengan tidak menu!up kemungkinan 

pengembangan lebih lanjut berdasarkan standar yang rclevan 

Standar Pelayanan Minimal ini juga dapat dikembangkan apabila 

dibutuhkan atau adanya tuntutan perubahan. 

Pi GUBEHNUR RIAL 

SF. HARIYANTO 
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LAMPlRAN II PERATURAN GUBERNUR RIAU 
NOMOR TAHUN 2024 
TENTANG POLA TATA KELOLA, 
RENCANA STRATEGIS DAN 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

UNIT PELAKSANA 
PERLINDUNGAN 
PANGAN DINAS 
TANAMAN PANGAN 
HORTIKULTURA 

TEKNIS 
TANAMAN 

PANGAN 
DAN 

RENSTRA 

A. BAB I PENDAHULUAN 

I. Latar Belakang 

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen 3 (tiga) tahunan yang 

memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan 

arah kebijakan operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUDJ 

BLUD adalah sistem yang diterapkan olch satuan kerja perangkat 

daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja 

perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 

mnempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan kcuangan sebagai 

pengecualian dan ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Umumnya. 

Rencana Strategis (Renstra) mcrupakan salah satu persyaratan 

administratif bagi Unit Kerja perangkat daerah yang akan menerapkan PPK 

BLUD. Renstra UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang 

kemudian disebut sebagai Renstra UPT PTPH Tahun 2024 2026 ini disusun 

mcngacu pada peraturan Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Monongah Dacrah, Dan 

Rencana Kerja Pemerintah Dacrah 

Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan UPT PTH dapat 

merencanakan penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kKaidah­ 

kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan 

pengambilan contoh, pengujian, kalibrasi, evaluasi, verifikasi, dan 

sertifikasi produk yang bermuru dan berkesinambungan dalam rangka 

mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Riau. 

Admin
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Ii. Landasan Hukum 

Landasan hukum penyusunan Renstra BLUD UPT Perlindungan Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Dinas Pangan Tanaman pangan dan Hortikultura 

Provinsi Riau tahun 2024-2026 adalah scbagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Dacrah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 22019 

Nomor 42); 

4. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213), 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umun 

Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 85; 

6. Peraturan Dacrah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Provinsi Riau (Lembaran 

Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi iau (Lembaran Dacrah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7J; 

7. Peraturan Gubermur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tcntang Kcdudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat 

Daerah; 

8. Peraruran Gubernur Riau No 42 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 43). 

III. Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Renstra BLUD UT Perlindungan Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Dinas Pangan Tanaman pangan dan Hortikultura 

Provinsi Riau tahun 2024-2026 adalah Renstra BLUD UPT Perlindungan 
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Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pangan Tanaman pangan dan 

Hortikultura Provinsi Riau tahun 2024-2026 disusun untuk menjelaskan 

strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya 

dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis 

Tujuan penyusunan Renstra BLUD UT Perindungan Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikuitura 

Provinsi Riau tahun 2024-2026 adalah. 

L. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan BLUD UPT Perlindungan 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pangan Tanaman pangan dan 

Hortikultura Provinsi Riau tahun 2024-2026; 

2. Merumuskan strategi dan arah kebijakan, guna mencapai target kinerja 

Program Prioritas, yang monjadi Tugas dan Fungsi BLUD UPT 

Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pangan 

Tanaman pangan dan Hortikultura Provinsi Riau tahun 2024-2026, 

3. Merumuskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, 

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2024-2026; dan 

4. Merumuskan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 

pada BLUD UPT UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau tahun 

2024-2026. 

IV. Sistematika 

Sistematika penulisan Renstra BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan 

dan Hortikultura Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 

Riau Tahun 220224-2028, secara garis besar adalah sebagai berikut 

1. BABI Pendahuluan 

Memuat latar bclakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan 

dan sistematika 

2. BAB II Rencana Pengembangan Layanan 

Rencana pengembangan adalah rencana yang ingin dikembangkan oleh 

BLUD untuk memberikan layanan yang bermuru, sesuai kebutuhan 

masyarakat, dan mendukung pencapaian tujuan BLUD UPT 

Perlinduangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pangan 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi iau dan Pemerintah 

Daerah serta Program Prioritas Nasional. 

3. BAB Ill Strategi dan Arah Kebijakan 



Strategis dan Arah Kcbijakan adalah suatu upaya-upaya strategis serta 

dukungan kebijakan BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 

Riau untuk mencapai tujuan dari BLUD guna mendukung pencapan 

tujuan dinas dan daerah agar layanan publik dan bisnis BLUD sehat, 

tcrarah, efisien dan efektif. 

4. BAB IV Rencana Program dan Kegiatan 

Renana Program dan Kegialan adalah jabaran tentang program dan 

kegiatan yang dijalankan dan pengembangan selama periode 3 tahun 

yang disertai Tujuan Kegiatan, Indikator dan target selama perode 3 

Tahun 

5. BAB V Rencana Keuangan 

Rencana Keuangan adalah gambaran Proyeksi keuangan 3 (tiga) 

tahunan yang memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan 

selama 3 (iga) tahun. 

6. BAB VI Penutup 

B. BAB II RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN 

UpT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pangan 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau menyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah di bidang Pertanian 

A. Tugas, Fungsi, dan Struktu UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Dinas Pangan Tanaman pangan dan Hortikultura Provinsi 

Ria 

UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan 

organisasi unit pelaksana teknis yang berada di bawah Dinas Pangan 

Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Riau, UPT Perlindungan Tanaman 

Pangan dan Hortkultura terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur 

Riau Nomor 42 Tahun 22020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Tcknis 

pada Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau 

UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh 

seorang Pejabat Struktural Eselon III dengan nama jabatan Kepala PT 

Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kcpala UPT PTPH 

dibantu oleh 3 orang pejabat struktural eselon IV yaitu masing-masing l 

Kepala Subbagian (Kasubbag) Tata Usaha dan 2 Kepala Seksi (Kasi) yaitu 



Seksi Perlindungan Tanaman dan Seksi Pengujian Pupuk Pestisida dan 

Identifikasi OPT. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2020 

UPT Perlindungan memiliki Tugas dan Fungsi sebageai benikut 

Tugas Pokok 

1. Melaksanakan scbagian dari tugas Dinas Pangan Tanaman Pangan 

Hortikultura Provinsi Riau dalam bidang perlindungan tanaman 

pangan dan hortuikultura. 

2. Menyampaikan laporan berkala dan insidentil kcpada Kepala Dinas 

Pangan Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Riau, Dircktur 

Perlindungan Tanaman Pangan dan Direktuar Perlindugan 

Hortikultura scrta Direktur Perlindungan Perkebunan Kementerian 

Pertanian atas pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya 

serta tembusan kesatuan organisasi lain yang secara fungsional 

mempunyai hubungan kerja 

Fungsi: 

l. Melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan data organisme 

pengganggu tumbuhan (OPT), dampak perubahan iklim (DPI), 

teknologi pengendalian OPT, dan pengelolaan pengendalian hama 

terpadu (PHT 

2. Melaksanakan kebijakan di bidang monitoring dan analisis data 

serta evaluasi dan pelaporan data OPT, DPI, teknologi pengendalian 

OPT, dan pengelolaan PHT. 

3. Melaksanakan pengamatan, peramalan, pengendalian Organisme 

Pengganggu Tanaman (OPT) dan pemantauan dampak penggunaan 

pestisida pada tanaman pangan hortikultura dan perkebunan 

4, Melakukan pengelolaan sampel pestisida, pupuk dan produk 

Vanaman pangan dan hortikultura 

5. Mlaksanakan pemeriksaan dan pengujian mutu pestisida, pupuk 

dan produk tanaman pangan dan hortikultura.. 

6. Melaksanakan pemantauan mutu pestisida dan pupuk yang 

bcrcdar scrta produk tanaman pangan dan hortikultura 

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Perlindungan 

Tanaman Pangan dan Hortikultura dibantu oleh Kelompok Jabatan 

Fungsional POPT (engendalian Organisme Penggangu Tumbuhan) dan 

Fungsional PMHP (Pengawas Mutu Produk Pertanian). Adapun Kelompok 



Jabatan Fungsional POPT (Pengendalian Organisme Penggangu 

Tumbuhan) dan Fungsional PMHP (Pengawas Mutu Produk Pertanian) 

mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

STRUKTUR ORGANISASI 

[ Kepala D,nas 

' ' LPHP/LAH 
' ; -Lab. Pengujian 

Pupuk Pestisida 
' ' . . . . . ­  

...................• 

'  Brigade Proteksi Tanaran 

lompok epala UP abatan ············••••• 

prp ngsional endali OPT 
I I 

' Seksi I Scksi Pengujian Subbag Perlindungan Pupuk, Pcst1s1da dan I Tata Usaha Tanaman identifikasi PT 
- 

I ..... 

Ke 

J 

Fu Peng 

Gambar 2.1. Struktur Organisasi UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan 
Hortikultura bcrdasarkan Peraturan Gubernur No 42 Tahun 2020 

Untuk mengembangkan kinerja dan meningkatkan mutu pclayanan, 

Kopala UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pengan 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kiau telah mcngembangkan 

struktur organisasi yang mengacu pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 

42 Tahun 2020 tersebut menjadi beberapa bagian sesuai kebutuhan 

pelayanan di UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikulrura Dinas 

Pengan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. Hal ini tertuang 

berdasarkan SK Nomor: 188/DisPTPH-UPT Perlindungan/LI/0422 Tahun 

2022 tentang Struktur Organisasi Laboratorium Pengujian UT 

Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pangan Tanaman 

Pangan dan Hortikultura. 



STRUKTUR ORGANISASI 

Kepala Dinas Pangan Tanzman 
Pangan dan Hortikultura 

Kcpulg tPT Pefidungan Tanaman 

angan dam Hortikultur 
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Gambar 2.2. Struktur Organisasi UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan 
Hortikultura berdasarkan SK Kepala Dinas Pangan Tanaman 
Pangan dan Hortikultura 

B. Sumber Daya BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan 
Hortikultura 

Dalam rangka mcnjalankan tugas dan fungsi UPT Perindungan 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan 

Hortikultura didukung sumber daya sebagai berikut: 

1. SUMBERDAYA MANUSIA/ APARATUR 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi UPT Perlindungan 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, didukung oleh 

Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas, dengan perincian 

sebegei berikut 



a. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Ruang Oaji 

Berdasarkan data pada tabel 2. I  diketahui bahwa Aparatur Sipil 

Negara di UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Provinsi Riau didominasi olch golongan III, 

Tabel 2.1 
Keadaan Aparatur Sipil Negara UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi Riau Berdasarkan Golongan Ruang Gaji 

No Golongan Ruang Gaji Jumla Persen 
h (%1 

1. Gol TV o 17.85 

2. Gol Ill 14 50 
' 

3 Go II 4 14.28 

4, Gol I - - 

- 

5. Go! IX (PPPK) 2 7 14 

6. THL I 
3 10.71 

Juml 28 100 

ah 

b. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Formal 

Dari data pada tabel 2. 2  diketahui bahwa pendidikan Pegawai 

Negeri Sipil di di UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi Riau, didominasi oleh tingkat pendidikan 

Sarjana Strata I ( 8. 1 )  yang berjumlah 19 orang diikuti 

SL/TA/SMK/MA sebanyak b orang dan Sarjana Strata II berjumlah 2 

orang. Secara umum tingkat pendidikan Pegawai Negcri Sipil Dinas 

Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau cukup 

baik 

Tabel 2.2 
Keadaan Jumlah Pegawai Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Provinsi Riau Menurut Tingkat Pendidikan Formal 

No Tinglat Pendidikan PNS Persentase 
(%1 

1 Sariana Strata II (S.3 u 0 
- 

2. Sarjana Strata II (S.2 2 10.32 
3. Sarana Strata I(8 1 19 55.87 
4 Diploma (1 4) 1 6,05 

5 SLTA/SMK 6 21,42 

2. Sarana dan Prasarana 

Untuk mcndukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT 

Periindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, memiliki 



4 (dua) gedung yang terdiri dari 1 (satu) gedung kantor UPT Perlindungan 

Tanaman Pangan dan Hortikultura, I (satu) Laboratorium Pestisida, l 

(satu) Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit dan I (satu) Gudang 

Brigade Proteksi Tanaman. Di Gedung Kantor UPT Perlindungan, setiap 

ruangan kerja Pegawai Negeri Sipil dilengkapi dengan fsilitas pendingin 

ruangan Air Condition (AC). Di setiap ruangan juga dilengkapi prarasana 

dan sarana kerja berupa meja dan kursi kerja, komputer, printer, scanner 

serta jaringan WiFi, untuk mendukung penggunaan teknologi informasi, 

sumber data dan literatur dalam ponyusunan perencanaan pembangunan 

dacrah 

Gcdung Laboratorium Pestisida selain dilengkapi dengan fasilitas 

pendingin ruangan Air Condition (AC). Di sctiap ruangan juga dilengkapi 

prarasana dan sarana kerja berupa meja dan kursi kerja, komputer, 

printer, scanner, juga dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang 

mendukung kerja pengujian adapun sarana dan prasarana yang ada di 

laboratorium adalah sebagai berikut: 

Tubel 2.3. Data Sarana Prasarana laboratoriam Pestrsida 

No Uraian Satuan Jumlah Kcadaan Pengadaan 

I Baik Rusak Tahun 

1 Kromatogarafi 
I 

2005 
gas (GC) 

umt I 

2 Kromatogarafi 
2 2 

2023 
gas (GC 

urt 

3 Kromatografi 
unit I I 

2016 

� 
Liquid (HPLC) 

4 Snektrofotometer umt I I . 2009 
5 Oven unit 1 I . 2007 
6 Rotari Evavorator unit 2 1 1 2007 

7 Desikator unit 
' 

1 I . 2007 
8 Mikro Syringe unit 3 3 . 2007 
9 Lemari Asam unit I . 1 2007 
10 Ultraturak unit 1 1 . 2007 
II PH meter unit 2 1 1 2007 

12 Kolom GC umt 4 2 2 2007 
13 Kolom HPLC unit 0 3 2 2017-2020 

14 Tim bangan 2005 
Analitik 

umt 4 2 2 

15 Timbangan 
unit 2023 

Analitik 1 1 

16 Alat-alat Gelas 
c 

Paket I 1 . 2007-2023 
. 



Gedung Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit selain dilengkapi 

dengan fasilitas pendingin ruangan Air Condition (AC). Di setiap ruangan 

uga dilengkapi prarasana dan sarana kerja berpa meja dan kursi ken]a, 

komputer, printer, scanner, juga dilengkapi dcgan peralatan peralatan 

laboratorium yang mendukung kerja pengujian adapun sarana dan 
prasarana yang ada di laboratorium adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.4. Data Sarana Prasarana laboratorium HP 

No I Uraian I Satuan Jumlah Kcadaan engadaan 
Baik Rusak Tahun 

I. LAMINAR AIR 
I 2 2 

2023 

FLOW 
umt 

2 AUTOCLAVE rt 4 2 2 2022 

3 OVEN unit 1 1 - 2016 

4. INKUBATOR unit 1 1 - 2009 

5 MIKROSKOP 
1 1 

2007 umt . MULTIMEDIA 
6 MIKROSKOP umt 2 ' ' 

2007 

BINOKULER 
7 MIKROSKOP 

I I 
2007 um1t - STEREO 

' 
8. j MAGNETIC I I 

2007 unit - STIRRER 
9 ALAT-ALAT Paket I I 

2007 

GELAS 

Gudang Brigade Proteksi tanaman merupakan gudang Pestisida yang 

berisikan berbagaimacam pestisida dan alat pengendalian OPT, selain itu 

Brigade juga dilengkapi dcngan drone untuk sarana pengendalian 

Bordasarkan aset yang dimiliki oleh UPT Perlindungan Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi Riau secara umum telah dapat menunjang 

opcrasional kegiatan UPT peelindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, untuk 

Pengujian Residu dan Formulasi Pestisida, Pengujian Mutu APIH dan 

sarana Pengendalian OPT. 

C Kinerja Pelayanan UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Tahu 2019-2023 

1 Tingkat capaian kinerja layanan UPT Perlindungan Tanaman Pangan 

dan Hortikultura, adalah scbagai berikut: 

I0 



Untuk mengukur kinerja Up perlindungan digunakan bcberapa 

indikator yang dapat mewakili penilaian pada masing-masing pelayanan. 

Kerangka indikator kinerja yang digunakan terbatas pada ketersediaan 

data. Dimungkinkan adanya indikator indikator lainnya yang lcbih tepat 

digunekan dalam menilai kincrja laboratorium, namun hal itu belum 

dapat disajikan dalam dokumen ini karena bchum terbangunnya 

pengelolaan kinerja pada masing-masing unit kerja yang digunakan 

dalam proses penyusunan program dan kegiatan pada setiap penyusunan 

nggaran tahunan 

A. Pelanggan 

Salah satu kinerja pelayanan adalah bagaimana memperoleh 

gambaran dari perilaku pelanggan. Terdapat indikator-indikator yang 

dapat menunjukkan perilaku pelanggan, yaitu 

a. Cakupan Pelayanan terhadap pelanggan 

Cakupan Pelayanan Laboratorium selama 5 tahun dapat dilihat 

dari jumlah sampel yang masuk di UPT Perlindungan Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. 

Tabel 2.5 
Jumlah sampel masuk di UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Tahun 2020-2023 

No 
Jenis Jumlah Samuel Rata2/ 
Pelaanan 2019 2020 2021 2022 2023 Tahun 
Pengujian 213 142 287 289 103 206 

Residu 
Pestisida 
Pengujian 89 148 125 107 73 108 

Formulas 
Pestisida 
Pengujian - - - 

Mtu APH I 
- 

Berdasarkan data dalam tabel di atas, terlihat terjadinya kenaikan 

rata-rata terhadap jumlah sampel yang masuk dari tahun 

ketahun, namun pada tahun 2023 terjadi penuruanan 

dikarenakan laboratorium mengalami renovasi gedung 

b. Indcks Kpuasan Pelanggan pada Pelayanan Laboratorium 

Untuk mengetahui tingkat pclayanan kepada pelanggan maka 

setiap Dulan UPT Lab kesling Provinsi Riau melakukan kegiatan 

survey kepuasan pelanggan. Hasil pengukuran rata-rata kepuasan 

pelanggan dapat dilihat dalam tabe 2. 6  berikut 



Tabel 2.6 

Indeks Kepuasan Pelanggan di UPT Perlindungan Tanaman 
Pangan dan Hortikultura 

Tahun 2019-2023 

- 

Inde.ks 
Tahun 

Kepuasan standa 
Pelayanan Pelangsan 

- 

2019 78% 280% 

2020 78% 80% 

2021 80% 280% 

2022 81% 80% 

2023 77% 280% 

• Proses Bisnis Internal 

a. Wakru Tunggu Hasil Pengujian Laboratorium 

Setiap proses pengujian sampel dalam pelayanan laboratorium 

memerlukan wakru sehingga indikator dalam proses bisnis internal 

adalah lama waktu menunggu hasil pemeriksaan. Berdasarkan 

hasil dokumen dari masing-masing unit layvanan dapat diketahui 

waktu tunggu hasil pelayanan dibandingkan dengan standamya 

sesuai tabel 2 6 berikut 

Tabel 2.6 
Waktu Tunggu hasil Pengujian di UPT Perlindungan Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Tahun 2023 

Waktu Tun u 

No Jenis Pemeriksaan Hasil 
Standar 

Per 1an 

I. 
Pengujian Residu 

14 hart Shari Kerja 
Pestisida 
Pengujian 

2. Formulasi 6 hari 2 hari 

Pestisida 

3 
Pengujian Mutu 

3hari I hari 
I AH 

Dari data diatas terlihat hasil pengujian keluarnya melebihi dari waktu 

landar hal ini dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana lat 

pengujian, banyaknya sampel yang masuk tidak scbanding dengan alat 

pengujian yang dimiliki oleh laboratorium schingga terjadi antrian 

untuk melakukan pengujian 

2 Tingkat capaian kinerja UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura tahun 2019-2023 adalah scbagai berikut: 



a. Ketersedaan SDM 

Sumber daya manusia yang ada di UPT Perlindungan Tanaman 

pangan dan Hortikultura Provinsi Riau terdiri atas struktural dan 

teknis fungsional. Ketersediaan SDM di UPT Perlindunman Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sesuai dengan jenis 

pendidikan terakhir 

Tabel 2.7 
Ketersediaan SDM di UPT Pelindungan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Sesuai Jenis Pendidikan terakhir Tahun 2023 

sTANDAR KONDISI TAHUN 2023 ] KURANG 
NO JENIS SDM ASN HONOR TOTAL /LEBIH 
A PEJABAT 

STRUKTURAL 

I Ke ala I I u I o 

2 Ke ala Seksi 2 2 0 2 0 

3 Kepala Sub Bagian I I 0 I 0 
B TENAGA TEKNIS 
I Sariaa Kimia 6 3 I u -2 

2 Sariana Pertanian 18 17 0 0 -1 

3 Sarjana Elektro I 0 0 0 -1 

TENAGA 
c ADMINISTRASl 

- 

I Sarjana Ekonomi 2 0 I I -l 

3 Dill I 0 0 0 I 

3 SLTA I 5 u 0 5 

Dari data tersebut UPT perlindungan masih kurang tenaga 

Adminstrasi. 

b. Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur 

1) Peralatan 

emanfaatan infrastruktur pelayanan merupakan indikator untuk 

mengetahui bahwa sarana dan prasarana milk UT Perlindungan 

Provinsi Riau tclah digunakan seluruhnya untuk pelayanan 

pengujian Pengembangan dan pcmcliharaan nfrastruktur 

peralatan laboratorium dapat diidentifikasi dari kelengkapan alat, 

jumlah alat yang telah dikalibrasi dan kualifikasi alat scbagaimana 

tabel 2. 8  berikut ini: 



Tabel 2.8 
Pengembangan dan Pemeliharaan Insfrastruktur Peralatan 

Laboratorium 

Jens Peralatan 

Peralatan Umum 

Pcralatan P.-ngujian I 
utu dan residu 

Pestsda 
latan Pengujian 
Mutu APH 

Kelengkapan 
Alat 

100% 

80% 

80% 

Sertifikat 
Kalbras1 

70% 

70% 

Aset 
Berleuahfikas 

Baik 
85% 

90% 

80% 

2) Ruangan 

Ada pun pengembangan infrastruktur yang berhubungan dengan 

tempat pelayanan dapat diindikasikan dari kecukupan luar 

ruangan pelayanan berdasarkan standar minimum luas ruangan 

sebagaimana tabel 2.8 berikut ini, 

Tabel 2.8 
Pengembangan Infrastruktur Laboratorium 

Pemenuhan Standar Minimum 
I ungsi Ruangan 

Luas Ruangan 

Fungsi Administrasi 100% 

Fungsi Preparasi 100% 

Fungsi Pengujiaan 100% 
- 

Ruang Sirkulasi 100% 

D. Kclompok Sasaran Layanan 

Kelompok Sasaran Layanan UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura adalah scbagai bcrikut: 

1 Masyarakat Pertanian baik Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan 

Tanaman Perkcbunan. 

2. Pengusahan Dibidang Pertanian yang menyediakan sarana pertanian 

(pupuk dan pestisida). 

3. Pengusaha penyedia Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). 

4, Perusahaan Pengguna Pestisida 

5. Urusan Pemerintah terkait Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup. 



6. Urusan Pemerintah terkait sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan 

(PSAT. 

Rencana Potensi Sasaran Pelayanan UPT Perlindungan Tanaman Pangan 

dan Hortikultura adalah 

Laboratorium berencana untuk pengembangan pengujian pupuk. 

2. Uji efikasi pestisida untuk pendaftaran pestisida. 

3. Pengujian pencemaran lingkungan hidup terhadap kontaminan pestisida 

pada lahan pertanian dan perkebunan 

4, Pengembangan pengujian rosidu pestisida pada produk perkebunan 

(Kelapa sawit, kopi, coklat dll) 

BAB III STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

A, Visi 

Visi Layana BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 

adalah sebagai berikut: 

Terwujtudnya Lembaga Pengujian Kescsuaian scbagai laboratorium yang 

berintegritas dalam pengujian Mutu Formulasi Pestisida, Mutu Produk 

Pertanian dan mutu Agens Pengendali llayati (APIH) sebagai upaya 

perlindungan usaha tani berkelanjutan dan menjamin kcamanan Pangan 

segar asal tumbuhan bagi konsumen produk pertanian di provinsi Riau 

B. Misi 

Misi Layanan BLUD UPT perindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 

adalah sebagai berikut: 

I. Menyelenggarakan pengujian pengujian Mutu Formulasi, mutu Produk 

pertanian dan mutu APH secara profesional dengan mengacu sistem 

manajemen mutu pengujian 1S0 17025,2017. 

2. Mengutamakan pelayanan prima kepada pclanggan melalui penyajian 

data dan informasi pengujian yang cepat, akurat dan terpercaya. 

, Melaksanakan upaya terpadu berkelanjutan rangka 

meningkatkan kinerja dan mutu layanan pengujian kepada pelanggan 

C. Strategi Pelayanan 

Berdasarkan capaian kinerja pada Bab II, Strategy elavana UPT 

Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebagai berikut: 

1. Mencrapkan SNI ISO/IEC 17025.2017 dalam melakukan pelayanan 



laboratorium. 

2. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk memenuhi 

persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2017 

3. Meningkatkan kompetensi SDM Laboratorium Up" Perlindungan 

Tanaman Pangan dan Hortikulture. 

dalam Mutu 4. Menerapkan Sistem Penjarinan dan Pengendalian 

melaksanakan pelayanan. 

5. Menambah jumlah dan jenis peralatan yang mendukung pengujian 

6. Meningkatkan kompetensi SDM dengan pelatihan dan magang sesuai 

kebutuhan 

Mutu 7.Menerapkan Sistem Penjamninan dan Pengendalian 

melaksanakan pelayanan. 

8. Melaksanakan sosialisasi kepada mnasyarakat dan pelaku usaha 

dalam 

9. Meningkatkan jumlah sampel untuk verifikasi mutu produk unggulan 

daerah 

D. Arah Kebijakan 

Arah Kebijkan terkait dengan tugas dan fungsi serta urusan pemerintahan 

daerah pada UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah 

scbagai berikut: 

1. Laboratorium mempunyai komitmen untuk melaksanakan kebijakan 

berdasarkan sistem mutu laboratorium sesuai dcngan pedoman 

ISO/IEC 17025:2017. 

2. Laboratorium memberikan pelayanan pengujian yang mengutamakan 

mutu dan kcpuasan pclanggan 

3. Pekerjaan pengujian dilaksanakan dengan kejujuran, teliti, ccpat, tepat 

dan akurat serta efisiensi dalam menggunakan sumber daya. 

4, Dalam memberikan pelayanan, laboratorium tidak membedakan asal 

contoh sehingga pengujian bersifat independen, bcbas dari tekanan 

komcrsial dan konflik kepentingan pribadi serta segala tekanan lain 

yang mempcngaruhi keabsahan hasil uji, dan seluruh informasi 

terjamin kerahasiaannva. 

5. Untuk meningkatkan kinerjanya, laboratorium teruas berusaha 

meningkatkan komampuan sumber daya mamusia sesuai dengan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 



Tabe1 3.1 

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijalan 

Tujuan Sasaran Strate Arah Kebakan 

crwujudnya Meningkatnya Peningkatan Meningkatkan 
boratonum kepuasan upaya jejaring 

pelanggan promosi/ laboratorium 
pemasaran dcngan melakukan nggul dalam laboratoriu/ promosi produk 

incrja dan Penambahan unggulan 
erstandar earng laboratorium 

nternastonal laboratorium 

�ningkacnya Peningkatan Meningkatkan 

utu pelayanan layanan konsuren 

lay anan laboratorium 
laboratorium 

Peningkatan Meningkatkan 
Kapabilitas Kompetensi SOM 

SDM laboratorium 
sesuai dengan 
standar 

Peningkatan Meningkatkan 
saranet keterscdiaan 
prasarana bahan standar 

1 laboratorium Meningkatkan 
ketersediaan alat­ 
alat laboratorur 
scsuaI slandar 
Meningkatkan 
ketersediaan 
sarana prasarana 
penuanyang 

elavanan 
Meningkatkan upaya 
pengembangan 
dan pemeliharaan 
sarana prasarana 
laboratorium 

Peningkatan Meningkatkan 
penerapan komitmen SDM 
Sistem laboratorium 
Manajemen untuk menerapkan 
Mutu secara SMM secara 
konsisten konsisten 

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGLATAN 

Menguraikan Rencana program, kcgiatan, subkegiatan beserta kinerja, 

indikator, target dan pagunya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

yang mengatur terkat nomenklatur program/kegiatan/sub 

kegiatan dan pemutakhirannya 



A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 

1. Program ini dimaksudkan untuk menunjang urusan perangkat daerah 

Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura di bidang Pertanian 

Tahun 2024-2026 sebagai berikut: 

a) Kinerja Program: Menunjang urusan pemerintahan daerah melalui 

kinerja layanan BLUD. 

b) Indikator Program: Jumlah layanan BLUD yang mendukung urusan 

pemerintahan daerah. 

2. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Tahun 2024-2028 adalah sebagai 

berikut: 

c) Kinerja Kegiatan: Meningkatnya layanan BLUD. 

d) Indikator Kegiatan: Jumlah layanan BLUD yang ditingkatkan 

3. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tahun 2024­ 

2028 adalah sebagai berikut: 

a) Kinerja Sub Kegiatan. Terscdianya Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan BLUD. 

b) Indikator Sub Kegiatan: Jumlah layanan dan penunjang layanan 

BLUD yang disediakan 
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C. BAB V RENCANA KEUANGAN 

BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah, berupa 

kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan dikclola untuk menyelenggarakan 

Kegiatan BLUD bersanglutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

uandangan dan menyusun rencana bisnis dan anggaran serta Laporan keuangan 

BLUD disusun berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). 

Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai 

belanja BLUD yang bersangkutan. Pendapatan BLUD mcliputi pendapatan yang 

diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai 

kebutuhan. Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, 

pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disctorkan ke rekening kas BLUD 

sesuai dcngan kctentuan poraturan perundang-undangan. 

Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD 

disusun dan disajikan sebagai Dagan yang tidak terpisahkan dari rencana kerja 

dan anggaran, APBD scrta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Darah 

Gambaran Proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan yang memuat perkiraan capaian 

kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun, adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.1. Sumber Pendapatan Layanan Upr Perlindungan 
Tanaman Pangan dan Hortikultura 5 tahun terakhir (2019­ 
2023) 

Capaian (Rp] 

Ta.hun Target Realisasi ' 
% 

2019 35,000,000, 213,800,000,­ 610 

2020 35,000,000,­ 146,900,000.- 419 

� 

2021 42,500,000, 264,300,000,­ 622 

2022 70,000,000,­ 291,300,000,­ 416 
- 

2023 85,000,000 77.000.000,­ 90 

' 

Sumber pendapatan keuangan UPT Perlindungan tanaman Pangan dan 

Hortikultura sebagai Badan Layanan Umum berasal dari Jasa Layanan, Hibah, 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, 

kerjasama dan lainnya seperti tertuang pada Tabel 5.2, dengan perincian 

a. Jasa Layanan 

adalah scrua penerimaan dalam bentuk kas yang merupakan pendapatan 



yang berhubungan dengan jasa pelayanan. 

b. Hbah 

Bantuan berupa barang, uang, jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah Lain, Masvarakat, Badan Usaha dalam maupun luar 

negeris. 

c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

UpT Perlindungan tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Unit 

Pelayanan Teknis milik Pemerintah Provinsi Riau untuk pclayanan publik 

dalam bidang Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura sehingga 

meskipuan berbentuk BLUD tetap mendapatkan subsidi dari Pemerintah 

Provinsi Riau sampai ditemukan pendapatan UpT Perlindungan tanaman 

Pangan dan Hortikultura bisa mencukupi kebutuhan layanan 

Bantuan APBD berupa; bahan kimia, pengadaan/pemeliharaan peralatan 

uji/kalibrasi dan pemeliharaaan serta pembangunan sarana prasarana 

tertentu. 

d. Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

Pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan 

dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain. 

e. Hasil Kerjasama 

Berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha 

lainnya. 

f. Lain -lainnya yang sah 

Lain-lain pendapatan BLUD yang sah antara lain hasil penjualan 

kekayaan, hasil pemanfaatn kekayaan, jasa giro, pendapatan bunga, 

keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, 

potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau 

pengadaan barang dan/atau jas oleh BLUD; dan hasil investasi 

Tabel 5.2. Estimasi Sumber Pendapatan Layanan UPT Perlindungan 
Tanaman Pangan dan Hortikultura 3 (tiga) tahan kedepan 

NO Sumber 
Tahun 

2024 2025 2026 

Jasa 
I 

Layanan 
150.000.000 200 000.000 250.000.000 

2 Hibah - - - 

3 APD 400.000.000 500.000.000 600 000.00O 

4 APBN - 100.000.000 175.000.000 



Biaya BLUD merupakan biaya opcrasional dan biaya non operasional. 

Biaya operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam 

rangka menjalankan tugas dan fungsi, Dalam rangka menjalankan fungsi­ 

fungsi laboratorium UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura di 

Provinsi Riau, maka perkiraan/proyeksi belanja sclama kurun waktu 3 (tiga) 

tahun berdasarkan data anggaran bclanja adalah sebagai berikut 

Tabel 5.3. Rencana dan Target Pembelanjaan Laboratorium UPT 
Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 3 (tiga) tahun 
ke depan 

2024 2025 2026 

NO Kegiatan Belanja Target Belanja Target Belanja "=set 
(R+ (% (Re (%1 (Roi % 

Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 

l - Bahan Kimia 250.000 000 100 350 000 000 100 400 ()()() 000 1 ()[} 

.3ahan 1st 
Tabung Gas 
Alat 
Laboratorium 
Alat Tulis 
Kantor 

- Alat dan 
ahan 

- Kegiatan 
Kantor 
Lannva 

Pengembangan 
Layanan 
Pengujian 

Alat 
Laboratorium 

2 Audit 75.000.000 100 75 000.000 100 100 000 000 100 

Internal/Kaji 
Ulang 
Manajcmen 
Assesmen/ 
Witnes oleh 
AseSOr KAN 
asa 

Kalibrasi 

- Jasa Audit/ 
Surveillencc 
ISO 

Pematauan 
Mutu Produk 

5 . Persia pan dan 75000 000 100 75 000 000 100 100.000.000 100 
Evaluasi 
Teknis 

- Perjalanan 
Dinas 

Pengambilan 
Sampel 
Produk 

umlah 400.000.000 500.000.000 600.000.000 
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E. BAB VI PENUTUP 

Dengan ridho dan rahmat Allah SWT, Rencana Srategis UPT Perlindungan 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2024-2026 telah 

disusun sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk menerapkan PPK­ 

BLUD sesuai yang diamanatkan oleh PP No. 58 Tahun 2005 terakhir diubah 

dcngan PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 79 Tahun 2018. 

Rencana Srategis UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 

provinsi Riau tahun 22024-2026 memuat kajian straiegis dan penetapan 

kebijakan stratcgis dan prediksi kegiatan laboratorium UPT Perlindungan 

Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk lima tahun ke depan, dengan 

memperhatikan asumsi makro dan mikro. Beberapa indikator keberhasilan 

pelaksanaan juga telah ditetapkan sebagai target yang harus dicapai. Untuk 

implementasi Rencana Strategis tersebut dibutuhkan komitmen yang tinggi, 

kerja keras, dedikasi dan loyalitas dari seluruh jajaran pegawai laboratorium. 

Tidak saja sebagai pedoman perencanaan tahunan tetapi rentrsa juga dapat 

menjadi pedoman dasar dalam evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja 

ta.hunan selama Lima tahun ke depan. 

Mudah mudahan Rencana Strategis UPT Perlindungan Tanaman Pangan 

dan Hortikultura Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 

Riau ini dapat mengantarkan laboratorium UPT Perlindungan Tanaman Pangan 

dan Hortikultura menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat serta memperoleh dukungan penuh dari seluruh stakeholders 

terutama Pemerintah Provinsi Riau 

Masukan serta kritik yang bersifat membangun kiranya dapat menjadi 

bahan evaluasi bagi perbaikan penyusunan rencana strategis di masa yang 

akan datang. Dengan Penyusunan rencana strategis UpT Perlindungan 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pangan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi Riau 

Pi. GUDERUR RIAU 

HARTY ANTO 
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